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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب ba b Be 
ت ta t te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج jim j je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d de 
ذ żal ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra r er 
ز zai z Zet 
س sin s Es 
ش syin sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik 
غ gain g Ge 
ف fa f Ef 
ق qaf q Qi 
ك kaf k Ka 
ل lam l El 
م mim m Em 
ن nun n En 
و wau w We 
ه ha h Ha 
ء hamzah ʼ apostrof 
ى ya y ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
ا   fatḥah a a 
ا   kasrah i i 
ا   ḍammah u u 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
   fatḥah dan yā’ ai a dan i 
 fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh: 
 َﻒ ْ َﻛ: kaifa 
 َلْﻮ َª: haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 




Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ى   ... | ا    ... fatḥah dan alif atau yā’ ā a dan garis di atas 
ى kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas 
و   dammah dan wau ū u dan garis di atas 
Contoh: 
 َتﺎﻣ  : māta 
ﻰَﻣَر  : ramā 
 َﻞ ْ ِﻗ    : qīla 
 ُتْﻮﻤ َ  : yamūtu 
 
 
4. Tā’ marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau 
mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 
tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
ﺔَﺿْوَر  اﻷ ِلَﺎﻔْط     : rauḍah al-aṭfāl 
ﺔ َﻠِﺿﺎﻔْﻟا  ُﺔ َﻨ ْ  ِﺪَﻤ َﻟا  : al-madīnah al-fāḍilah 
            ﺔَﻤْﻜَِﺤﻟا  : al-ḥikmah 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydīd (   ّ◌  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
 َﺎّﻨﺑَر  : rabbanā 
 َﺎﻨ ْ َّﺠﻧ : najjainā 
 ّﻖََﺤﻟا : al-ḥaqq 
 َﻢ ﱡﻌﻧ   : nu“ima 
 ّوُﺪَﻋ  : ‘aduwwun 
Jika huruf ى ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
( ّى) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 
 
Contoh: 
 ّﻰ ِﻠَﻋ    : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
 ّﻰﺑَﺮَﻋ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif 
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
(-). 
Contoh: 
 ُﺲْﻤّﺸ َﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ﺔﻟَﺰﻟَّﺰﻟا : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 
ﺔ َﻔَﺴَْﻠَﻔﻟا  : al-falsafah 
     َﺪﻠَﺒﻟا  : al-bilādu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
 َنْوُﺮْﻣﺄﺗ : ta’murūna 
 ُعْﻮ َّﻨﻟا    : al-nau‘ 
 ٌءْﻲَﺷ    : syai’un 
 ِﻣأ ُتْﺮ  : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa 
Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. 
Contoh: 
Fī Ẓilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-Jalālah (ﷲ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan  huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
 ِﷲ ُﻦ ِد dīnullāh  ِ  ِﺎﺑ billāh 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ al-Jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
 ِﷲ ِﺔَﻤﺣر ِْﻲﻓ ُْﻢª hum fī raḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
 kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). Contoh: 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
 
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd 
Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr 
Ḥāmid Abū) 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  = subḥānahū wa ta‘ālā 
saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 
a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 
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Judul :Sanksi dan penanggulangan Illegal Fishing dengan Menggunakan
Bahan Peledak di Kabupaten Sinjai
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sanksi dan penanggulangan Illegal
Fishing di Kabupaten Sinjai baik dalam konsep hukum pidana umum maupun pidana
Islam dan adapun dari Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu
pengetahuan dan wawasan mengenai sanksi dan penanggulangan Illegal Fishing baik
dalam pandangan hukum umum atau dalam perspektif hukum Islam.
Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian
yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan yuridis normative. Penelitian ini
berlokasi di Kabupaten Sinjai dengan menggunakan jenis penelitian dalam penulisan
hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian
lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan
teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan malalui proses wawancara dan studi
kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah dengan cara analisis Kualitatif dan
dijelaskan dengan cara deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya
illegal fishing adalah faktor ekonomi masyarakat nelayan yang rendah, faktor
pengetahuan yang minim akan bahaya dan dampak dari illegal fishing, dan faktor
pendidikan yang rendah sehingga cenderung berpikir instan tanpa memperhitungkan
akibat illegal fishing. Untuk upaya penanggulangan tindak pidana illegal fishing
ditempuh melalui tindakan Upaya preventif yang dilakukan dengan mengadakan
penyuluhan hukum, mengadakan patroli secara rutin, bekerja sama dengan instansi
lain yang terkait dan juga melalui Upaya represif berupa melakukan penangkapan dan
pemeriksaan serta menegakkan hukum secara tegas dalam penerpan sanksi terhadap
pelaku tindak pidana illegal fishing. dalam Al Quran banyak menyeru manusia untuk
mengamati alam semesta termasuk di dalamnya laut agar manusia berfikir sehingga
mereka bisa mengambil manfaat darinya dengan menggunakan ilmu dan teknologi
sekaligus sebagai tuntunan dalam pengelolaannya agar manusia selalu terikat dengan
aturan-aturan Allah swt.Menanggapi kebijakan-kebijakan perikanan yang kita lihat
ternyata berdampak pada timbulnya berbagai permasalahan terutama kemiskinan dan
keterbelakangan masyarakat nelayan, dengan jelas Islam memberikan solusi yang
nyata apabila dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan Allah
swt.akan menghasilkan suatu kemaslahatan dan kesejahteraan.
Dari hasil penelitian ini disarankan agar kiranya pemerintah dan aparat
penegak hukum untuk lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang
akibat dari tindak pidana illegal fishing dan kiranya penjatuhan sanksi terhadap
pelaku tindak pidana illegal fishing bias memberikan efek jera bagi pelaku dan
masyarakat nelayan secara umumnya.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia sering juga disebut Negara Bahari, hal ini dikarenakan sebagian
besar wilayahnya terdiri dari laut. Menurut catatan WALHI Indonesia adalah
Negara kepulauan terbesar di Dunia, yang memiliki 17.480 pulau dengan garis
pantai sepanjang 95.181 km2. Berdasarkan konvensi Hukum Laut (UNCLOS)
1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3.2 juta km2.
Yang terdiri atas perairan kepulauan seluas 2.9 juta km2 dan laut teritorial
seluas 0.3 juta km2.1
Akan tetapi maraknya kasus Illegal Fishing yang terjadi di laut Indonesia
semakin mengkhawatirkan ini menujukkan kurang maksimalnya pemanfaatan
sumber daya laut yang dipengaruhi dengan lemahnya sistem keamanan laut.
Maraknya kasus pencurian ikan oleh kapal-kapal besar dengan peralatan yang
lebih canggih berupa bahan peledak menujukkan bahwa pengawasan dan
perlindungan terhadap wilayah perairan indonesia kurang diperhatikan. Kasus-
kasus ini sering terjadi tanpa adanya upaya yang serius dari pemerintah untuk
mengungkapnya.
Lemahnya pengawasan dan penegakan kasus illegal fishing ini telah
menyebabkan para pelakunya tidak pernah jera. Proses hukum yang ada selama
ini hanya menyentuh kalangan awak kapal semata tanpa berusaha mengungkap
otak pelaku yang sesungguhnya, yaitu corporate yang membackingi kegiatan
1Potret Advokasi Ekologis Vis a Vis Kejahatan Korporasi”, 25 Juni 2009,
ttp://www.walhi.or.id
2tersebut. Hal ini menyebabkan kerugian besar terhadap Negara, kalangan
nelayan tradisional dan masyarakat pesisir.2
Dalam hal ini Hukum pidana sangat dibutuhkan untuk menjadi media
kontrol dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat menganggu
stabilitas pengelolaan serta, kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan
dalam penanganan tindak pidana dibidang perikanan. keberhasilan dalam
pelaksanaan penegakan hukum dilihat dari tercapainya Norma hukum yang
ditaati oleh masyarakat dan dilaksanakan oleh penegak hukum, kegiatan
tersebut termasuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 45 tahun 2009 Pasal 9 Tentang Perikanan. Yaitu:
“ Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan / menggunakan
alat penangkapan dan/alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu
keberlangsungan sumber daya ikan dikapal di wilayah pengelolaan perikanan
Negara Republik Indonesia”.3
Sejauh ini pemberantasan kasus Illegal Fishing yang terkait dengan
pelanggaran alat tangkap yang merusak seperti bahan peledak belum juga
menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan, Peristiwa ini tidak perlu
terjadi jika aparat Pemerintah, Kepolisian, Jaksa dan Putusan/Sanksi yang
maksimal seperti yang terjadi di Kabupaten Sinjai sekarang ini melakukan
pengawasan yang ketat. Permasalahan ini harus diselesaikan secara sungguh-
2 Nunung Mahmudah, Illegal Fishing pertanggungjawaban Pidana Korupsi di Wilayah
Prairan Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015)
3Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang  Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.
3sungguh oleh pemerintah dan penegak hukum, sehingga menunjang
pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan4.
Dalam Islam sendiri, bila kita perhatikan berdasarkan latar sosiohistorinya,
perbincangan mengenai Illegal Fishing belum pernah ada dalam pengertian
apapun. Penyusun belum menemukan adanya tema diskusi yang memilki
konsentrasi khusus pada permasalahan Illegal Fishing lebih khususnya lagi
yang berkaitan dengan hukum Islam. Sampai saat ini hukum Islam belum
memberikan konsep dan solusi konkret apapun tentang bagaimana menangani
tindak kejahatan Illegal Fishing.
Islam muncul sebagai agama yang senantiasa menyeru umat manusia
untuk berbuat kebaikan, kebenaran, dan senantiasa meninggalkan
kemungkaran. Oleha karena itu, Islam selain agama monoteisme juga
merupakan agama yuridis, Islam senantiasa mengkonstruksikan kerangka nilai
dan norma tertentu pada umatnya, agar selalu bertindak serta berperilaku
berdasarkan pada tata aturan hukum yang telah disepakati. Tata aturan hukum
dalam Islam tersebut adalah ketentuan-ketentuan hukum yang didapat dari al-
Qur’an dan Hadis yang disebut Syar’i.
Dengan adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar syara’ diharapkan
seseorang tidak mudah dan tidak seenaknya berbuat jarῑmah. Harapan
diterapkannya ancamandan hukuman bagi pelaku jarῑmah tersebut adalah demi
terwujudnya kemaslahatan umat. Dengan demikian tujuan Hukum Islam
4Marlina Dan Faisal, Aspek Hukum Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana
Perikanan, (Jakarta:sofimedia 2013).
4ditegakkan untuk melindungi lima hal yang disebut dengan maslahah daruri,
yaitu din (untuk perlindungan terhadap Agama), nafs (jiwa), nasl
(keturunan),‘aql (akal), dan mal (harta benda).
Allah berfirman dalam QS :  Al-A’rᾱf  (07) :  56
 َﻻَو ِﻲﻓ ْاوُﺪِﺴُۡﻔﺗ ِضَۡرۡﻷٱ َو َﺎﮭِﺤ َٰﻠِۡﺻإ َﺪَۡﻌﺑ ُهﻮُﻋۡدٱ َﺖَﻤۡﺣَر ﱠِنإ ۚﺎًﻌَﻤَطَو ﺎٗﻓۡﻮَﺧ ِ ﱠ ٱ
 َﻦ ﱢﻣ ٞﺐﯾَِﺮﻗ َﻦِﯿﻨِﺴۡﺤُﻤۡﻟٱ٥٦
Terjamahannya:
Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah)
memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan
diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah
Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik .5
Berdasrkan pada hal diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih
lanjut dan mengajukan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk Skripsi yang
berjudul “ SANKSI DAN PENANGGULANGAN PIDANA ILLEGAL
FISHING DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK DI
KABUPATENSINJAI”.
B. Deskripsi Fokus
Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mendefinisikan dan memahami
penelitian ini, maka penulis akan mendefinisikan dan memberikan pemahaman
tentang penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikan judul yang di
anggap penting :
1. Sanksi/Hukuman pada dasarnya sanksi/hukuman merupakan imbalan
yang bersifat negatif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok
orang yang dianggap telah melakukan perilaku menyimpang.
5 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan (t.t : t.p.,2012), h.
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52. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah,
menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif
dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah
dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan,
dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara
preventif dan refresif.
3. Tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam
peraturan perundang-undangan terhadap perilaku yang melanggar
ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku itu dilakukan baik perilaku
tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh
ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang
diwajibkan oleh ketentuan pidana.
4. Illegal fishing berasal dari kata illegal yang berarti tidak sah atau tidak
resmi. fishing merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata fish
dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail
atau memancing. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Kementrian Kelautan dan Perikanan, memberi batasan pada illegal
fishing, yaitu pengertian illegal, unreported, dan unregulated (IUU)
fishing yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan
yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang
ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau
lembaga pengelola perikanan yang tersedia.
5. Bahan peledak (explosives) adalah bahan/zat yang berbentuk cair, padat,
gas atau campurannya yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas,
6benturan, gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang
lebih stabil, yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas dan
perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang amat singkat, disertai
efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang disebutkan sebelumnya maka pokok
permasalahan dari karya tulis ini adalah bagaimana SANKSI DAN
PENANGGULANGAN PIDANA ILLEGAL FISHING DENGAN
MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK DI KABUPATEN SINJAI? Dari
pokok masalah tersebut diperoleh sub permasalahan antara lain sebagai berikut:
1. Bagaimana Sanksi hukum pidana Illegal fishing Kab.Sinjai?
2. Bagaimana penanggulangan Illegal fishing dengan menggunakan bahan
peledak di Kab.Sinjai?
3. Bagaimana konsep Hukum Nasional dan Hukum Islam tentang sanksi dan
penanggulangan Illegal Fishing?
D. Kajian Pustaka
Untuk mendukung penelaahan yang lebih mendalam terhadap masalah
tersebut penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang
relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian. Sehingga
mendapatkan referensi tepat yang berkaitan dengan kasus Illegal Fishing
tersebut.
Berdasarkan pengamatan penyusun sampai saat ini, belum ada karya
ilmiah, skripsi, ataupun buku-buku dari berbagai disiplin ilmu yang membahas
khusus mengenai Illegal Fishing perspektif Hukum Islam. Meskipun
7demikian, ada beberapa buku dan karya ilmiah secara substansinya memiliki
pembahasan yang menyinggung masalah Illegal Fishing.Diantaranya :
1. Nunung Mahmudah, S.HI.,M.H, dalam bukunya Illegal
Fishing6memaparkan bahwa praktik kejahatan Illegal Fishing di
wilayah perairan Indonesia selama ini kian marak. Hal ini
menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi bangsa dan negara
pada umumnya serta masyarakat pesisir pada khususnya. Pada era
Pemerintahan Presiden Joko Widodo, menurut menteri kelautan
dan perikanan Susi Pudjiastuti, nilai kerugian akibat Illegal
Fishingbisa mencapai US$ 20 miliar, atau Rp240 triliun per tahun.
Bahkan, pemerintah Presiden joko Widodo membuat kebijakan
menenggelamkan kapal pelaku Illegal Fishing.Kebijakan masih
menimbulkan’kontroversi’, apakah akan efektif memberantas
Illegal Fishing di Indonesia? hal yang perlu dicatat, apakah
kebijakan tersebut sudah menyentuh korporasi sebagai pelaku
kejahatan yang sesungguhnya?
2. Buku berjudul menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis di Laut
Indonesia) yang ditulis oleh Riza Damanik, dan Budiati Prasetiamartati7,
mereka adalah aktifis lingkungan hidup yang selalu gigih dalam
mengawasi penegakan Hukum terhadap pelaku Illegal fishing.Buku ini
berisikan fakta kekinian tentang krisis Ikan di Indonesia terutama akibat
6Nunung Mahmudah, Illegal Fishing pertanggungjawaban Pidana Korupsi di Wilayah
Prairan Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015)
7Riza Damanik, dkk, Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia),
(Jakarta: WALHI, 2008)
8Illegal fishingyang sekaligus merusak diawali dengan menjelaskan tentang
krisis perikanan dunia dan situasi perikanan nasional, yang mencakup
kondisi kunsumsi perikanan Nasional dan kegiatan ekspor perikanan yang
salah kaprah, kemudian menggambarkan fakta praktek, modus operandi,
dan dampak akibat Illegal Fishing. Dalam bagian buku akhir buku ini Riza
Damanik menuliskan beberapa solusi yang ditawarkan oleh WALHI dalam
pemberantas kejahatan perikanan, namun didalam buku ini sama sekali
tidak disinggung masalah pandangan hukum Islam terhadap Illegal
Fishing,.
3. Sebuah buku berjudul Kebijakan perikanan dan kelautan yang ditulis oleh
Akhmad Fauzi8, didalam buku ini Akhmad menuliskan bahwa pengelolaan
perikanan yang berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat pengguna
sangat diharapkan oleh semua pihak. Kebijakan pengelolaan perikanan pun
diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Namun tidak sedikit masalah
dan kendala yang dihadapi , sehingga diperlukan langkah-langkah untuk
menyingkirkan kendala-kendala tersebut terlebih dahulu. Upaya
membedah masalah dan kendala tersebut tidak mudah karena adanya
kompleksitas pengelolaan perikanan itu sendiri dan sering terjadinya
perbedaan persepsi antara perikanan, pemerintah, dan akademisi.
4. Buku berjudul Konservasi Kawasan Perairan Indonesia bagi masa depan
dunia, yang ditulis oleh yaya mulyana dan Agus Dermawan dengan di
dukung dan diterbitkan oleh Direktorat Konservasi  dan Taman Nasional
laut, Direktorat jendral kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil, depertemen
8Akhmad Fauzi, kebijakan perikanan Dan Kelautan, (Jakarta : Gramedia, 2007)
9kelautan dan perikanan9. Menggambarkan upaya-upaya nyata lembaga
pemerintahan seperti Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut
dalam melakukan konservasi lingkungan laut.
5. Skripsi karya Rohman Nur Hijriyatmoko dengan judul Sanksi Bagi Pelaku
Illegal Fishing Perspektif Undang-Undang Perikanan dan Hukum Islam
membahas tentang bagaimana cara menjatuhkan sanksi pidana yang terkait
dengan illegal fishing yang dikaji menggunakan Undang-Undang
perikanan dan hukum Islam10.
E. Tujuan Dan Kegunaan
1. Tujuan
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah menjawab rumusan
masalah yang dipaparkan diatas, yaitu sebagai berikut :
1. Untuk menelaah dan menganalisis Sanksi yang dilakukan
Kejaksaan Negeri dan Pegadilan Negeri di Kabupaten Sinjai dalam
pidana Hukum Illegal fishing di wilayah perairan Kab.Sinjai.
2. Untuk menelaah dan menganalisis Upaya Penanggulangan yang
dilakukan Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri DiKabupaten
Sinjai dalam pidana Hukum Illegal fishingdi wilayah perairan
Kabupaten Sinjai.
3. Untuk menelaah dan menganalisis konsep Hukum Nasional dan
Hukum Islam tentang sanksi dan penanggulangan Illegal Fishing.
9Yaya Mulyana, dkk, Konservasi Kawasan Perairan Indonesia Bagi Masa Depan Dunia,
Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, (Jakarta: Direktorat jenderal Kelautan Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008)
10Rohman Nur Hijrayatmoko “Sanksi Bagi Pelaku Illegal Fishing Perspektif Undang-
Undang Perikanan dan Hukum Islam” skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
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2.    Kegunaan
Manfaat penelitian ini terbagi dua, yaitu manfaat secara toritis dan
manfaat secara praktis.
a. Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi
referensi atau masukan bagi para nelayan pada khusunya dan para
aparat keamanan pada umunya mengenai sanksi dan
penanggulangan illegal fishing.
b. Secara Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi
masukan bagi pihak keamanan. Khususnya tim Polair pada wilayah
perairan Kab.Sinjai. Dan bagi pihak lain penelitian ini juga
diharapkan dapat membantu pihak lain dalam penyajian informasi
untuk mengadakan penelitian serupa.
BAB II
TINJAUAN TEORETIS
A. Sejarah Sengketa Illegal Fishing
1. Dari Undang – Undang perikanan
Sejarah Sengketa Illegal Fishing Indonesia, untuk dunia Hukum
maupun penegakan hukumnya masih merupakan suatu konsep yang relatip
baru dalam Perundang – Undangan Nasional maupun dalam sisi
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penerapannya/praktek penyelesaian persoalan-persoalan hukumnya di
peradilan.
Ini terbukti dari pemahaman terhadap pidana/delik Illegal Fishing
masih sangat awam bagi aparat penegak Hukum kita, termasuk para Hakim.
Hal ini sangat beralasn sebab pengaturan masalah pencurian ikan/Illegal
Fishing itu sendiri masih baru saja diatur dalam Hukum positif kita, dengan
dikeluarkannya Undang – undang NO.31 Tahun 2004 tentang perikanan yang
ternyata pula, hanya dalam waktu 5 tahun Undang – undang tentang perikanan
tersebut sudah harus diganti atau dirubah dengan Undang – Undang No.45
Tahun 2009 tentang perikanan. Untuk melengkapi keberadaan Undang-
undang dimaksud Kementrian Kelautan dan perikanan mengeluarkan
Peraturan Menteri No.Per.06/Men/2010 tentang rencana strategis Kementrian
Kelautan dan Perikanan tahun 2010-2014 yang pada BAB 1 butir A.Kondisi
umum menyatakan : Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan
dalam rangka mewujudkan tiga pilar pembangunannya, yaitu pro-poor
(pengentasan kemiskinan), pro-job (penyerapan tenaga kerja), dan pro-growth
(pertumbuhan).
Hasilnya selama tahun 2005 – 2008 Kementrian Kelautan dan
perikanan telah berhasil memberikan 3 (tiga) outcome, yaitu: (1) pencapaian
pro-poor, berupa peningkatan pendapatan masyarakat pesisir melalui program
pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan dan program pemberdayaan
masyarakat di pulau-pulau kecil yang telah menjangkau lebih dari 200
kab/kota, dan (2) pencapaian pro-job, berupa peningkatan penyerapan tenaga
kerja komulatif yang mencapai 7,69 juta orang, dan (3) pencapaian pro-
growth, berupa pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan sebesar
5,7%. Sedang pada konsiderans Undang-Undang perikanan No.45 Tahun
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2009, antara lain sebagai berikut :11 bahwa perairan yang berada dalam
kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan
sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan yang maha
Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, yang memiliki falsafah hidup
Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, dengan memperhatikan daya
dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya
bagi kesejahteraan dan kemakmuran Rakyat Indonesia.
B. Illegal Fishing
1. Pengertian Illegal Fishing
Meskipun dampak kerugian Illegal Fishing sangat besar bagi
Indonesia, namun sampai sekarang istilah ini belum dikenal masyarakat luas,
tidak seperti kejahatan Illegal Logging ataupun korupsi yang lebih dikenal luas
oleh masyarakat, istilah Illegal fishing adalah istilah asing yang dipopulerkan
oleh para pakar Hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di
media massa dan dijadikan sebagai kajian Hukum yang menarik bagi para
aktifis lingkungan hidup. Jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia maka
kata Illegal berarti Pelanggaran12, dan kata fishing yang berarti penangkapan
ikan, jadi dari sisi bahasa Illegal Fishing diartikan sebagai pelanggaran
terhadap penangkapan ikan atau lebih populer dengan pngertian penangkapan
ikan secara Illegal.
11Baca Bagian Menimbang dari Undang –Undang Perikanan N0.45 Th 2009
12John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2002), hlm. 311
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Undang – undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh
ikan di perairan yang tidak dalam keadaan di budidayakan dengan alat atau
cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,
mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau
mengawetkannnya. Penangkapan ikan secara illegal berarti segala bentuk
kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-undang Nomor 31 Tahun
2004 pasal 1 dan peraturan perundangan yang masih berlaku.
Illegal Fishing didalam pengaturannya sering disandingkan dengan
tindak pidana perikanan lainnya, yaitu Unreported dan Unregulated (IUU)
Fishing yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang
tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau
aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola
perikanan yang tersedia dengan kata lain Illegal Fishing yaitu kegiatan
penangkapan ikan yang masuk kategori sebagai berikut:
a. Dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi
yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban
internasional;
c. Dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang
menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi
beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang
diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan Hukum yang berlaku.
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Illegal fishing adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar
hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa
dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis
lingkungan hidup. Secara terminologi illegal fishing dari pengertian secara
harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris. Dalam The Contemporary English
Indonesia Dictionary (Peter Salim, 2002: 925, 707), dikemukakan bahwa
“illegal” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. “Fish”
artinya ikan atau daging ikan, dan “fishing” artinya penangkapan ikan sebagai
mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan pengertian
secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa “illegal fishing” menurut
bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan
secara tidak sah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan
untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan
dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal
untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani,
mengolah, dan/atau mengawetkannya.
Penangkapan ikan secara illegal berarti segala bentuk kegiatan
penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 tentang Perikanan dan peraturan perundangan lainnya yang
masih berlaku. Illegal fishing di dalam pengaturannya sering disandingkan
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dengan tindak pidana perikanan lainnya, yaitu Unreported dan Unregulated
(UUI) Fishing yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan
yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada,
atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga
pengelola perikanan yang tersedia.
Dengan kata lainillegal fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan yang
masuk kategori sebagai berikut:
1) Dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi
yuridiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban
internasional;
3) Dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi
anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak
sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh
organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.
2. Jenis – Jenis Illegal Fishing
a. Menggunakan bahan peledak/bom ikan (bomb fishing)
Kegiatan menangkap ikan didaerah perairan masih menggunakan
bahan peledak ikan yang dilakukan oleh sebagian nelayan pesisir atau
kepulauan baik nelayan perorangan, ataupun nelayan-nelayan yang sudah
terikat kontrak dengan para “punggawa/pemodal” yang menyiapkan peralatan
perahu, compressor, alat selam, serta bahan-bahan untuk pembuatan
bom(pupuk ammonium nitrate, detonator, sumbu api).
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Dampak dari penggunaan bom ikan tersebut dengan adanya getaran
yang cukup keras yaitu rusak/hancurnya terumbu karang, ekosistem perairan,
dan habitat laut yang lain dan butuh waktu yang cukup lama untuk dapat
kenbali kekeadaan semula.
b. Menggunakan zat kimia/bius ikan (cyanide fishing)
Menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia yang dilakukan
oleh sebagian besar nelayan yang melakukan penangkapan ikan di laut
/perairan ini dilakukan oleh nelayan secara perorangan/kelompok nelayan
yang telah dimodali oleh “punggawa/intelektual dader” yang telah
mempersiapkan kebutuhan nelayan dalam kegiatan penangkap ikan tersebut.
Penangkapan ini dilakukan dengan menyelam ke dalam laut sampai
dengan kedalaman kira-kira antara 5m sampai 10m dengan cara
menyemprotkan bahan-bahan kimia potassium/calium cyanide (potas)
kedalam lubang-lubang karang, yang terdapat ikan yang sementara
memangsa plankton-plankton ikan kecil lainnya. Ikan yang telah terpapar
oleh cairan kalium cyanide tersebut, akan pingsan dan mudah untuk
ditangkap. Setelah ikan tertangkap kemudian dimasukkan kedalam
wadah/tempat yang berisi air yang tidak mengandung calium cyanide,
sehingga dapat segar dan hidup kembali yang selanjutnya dijual kepada
penampung dalam keadaan hidup.
c. Penangkapan ikan dengan melanggar fishing ground
Wilayah perairan Indonesia yang tediri dari 11 (sebelas) zona
perairan penangkapan yang tersebar di seluruh Indonesia, berdasarkan
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peraturan menteri kelautan dan perikanan Nomor 1 tahun 2009 tentang
Wilayah Pengelolaan Peikanan Republik Indonesia, bahwa:
Wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan meliputi
perairan pedalaman, perairan kepulauan, zona territorial, zona tambahan, dan
zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yaitu:
1) Selat malaka dan laut Andaman;
2) Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan selat sunda;
3) Samudera hindia sebelah selatan jawa hingga sebelah selatan Nusa
tenggara, laut sawu, dan laut timor bagian barat;
4) Selat Kalimanta, laut natuna, dan laut cina selatan;
5) Laut Jawa;
6) Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan laut bali;
7) Teluk Tolo dan laut banda;
8) Teluk Tomini, laut malaka, laut Halmahera, laut seram, dan teluk berau;
9) Laut Sulawesi, dan sebelah selatan laut Halmahera;
10) Teluk cendrawasih dan sebelah selatan laut Halmahera;
11) Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut timur bagian timur.
Dengan adanya wilayah tersebut maka penangkap ikan dapat
melakukan penangkapan ikan diwilayah tersebut sesuai dengan aturan
yang berlaku. Banyak wilayah penangkapan ikan yang berada di Indonesia
menyebabkan maraknya kegiatan penangkapan ikan yang terjadi, namun
para pelaku kurang memperhatikan batas-batas yang menjadi wilayah
penangkapan, sehingga banyak kapal-kapal penangkapan ikan yang
menyalahi penangkapan atau fishing ground.
18
Biasanya illegal fishing ground yang terdapat di Indonesia
memiliki jenis ikan yang berbeda-beda dan memiliki harga yang sangat
tinggi, sehingga banyak kapl-kapal perikanan yang hanya melakukan
penangkapan di satu wilayah saja dan ikan-ikan yang mereka peroleh
jumlahnya sangat besar baik untuk ukuran kecil sampai ukuran besar
mereka tangkap, sehingga akibatnya wilayah tersebut menjadin over
fishing.
Dengan terjadinya over fishing di wilayah tersebut maka
pemerintah mulai mengatur wilayah-wilayah penangkapan, namun dengan
banyaknya kapl-kapal perikanan menyebabkan masih adanya kapal
penangkap ikan yang melanggar wilayah penangkapan.Padahal mereka
mengetahui bahwa wilayah yang mereka jadikan tempat penangkapan ikan
telah mendapatkan peringatan terjadi overfishing.Namun para penangkap
ikan tetap melakukan usaha penangkapannya ditempat itu, sehingga
mereka menyalahi fishing ground. Selain itu mereka juga tidak mau
berpindah wilayah penangkapan ikan karena ikan-ikan jenis tertentu yang
hanya terdapat di wilayah itu dan menjadi target tangkapan mereka.
C. Pengertian Bahan Peledak
Bahan peledak merupakan bahan atau zat yang berbentuk padat,
cair atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas,
benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain
yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas. Selain itu bahan
peledak juga dapat dikelompokkan menjadi 2 yakni, bahan peledak kuat
(high explosive) dan bahan peledak lemah (low explosive) . bahan peledak
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kuat merupakan bahan peledak yang berupa campuran senyawa kimia
yang banyak digunakan baik dalam bidang militer maupun sipil yang yang
bertujuan sebagai penghancur sedangkan bahan peledak lemah merupakan
bahan peledak penghancur akan tetapi digunakan sebagai bahan isian
pendorong amunisi dan potasium klorat sebagai bahan untuk pembuatan
api petasan.13
Didalam Islam sendiri suatu prbuatan dianggap sebagai suatu
tindak pidana apabila peraturan tersebut melanggar tata aturan masyarakat,
kepercayaan dan agama, harta benda, nama baik, serta pada umumnya
merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat. Setiap kejahatan atau
pelanggaran yang telah ditentukan sanksinya oleh al-Qur’an dan Hadis
disebut sebagai jarῑmah ḥudud, sedangkan kejahatan atau pelanggaran
yang tidak ditentukan sanksinya dalam al-Qur’an dan Hadis disebut
sebagai jarῑmah ta’zῑr yang mana ta’zῑr sendiri dibagi menjadi 2 bagian,
yakni: jarῑmah ta’zῑr yang menyinggung hak Allah dan jarῑmah ta’zῑr
yang menyinggung hak individual.
D. Sanksi Hukum Illegal Fishing
Tentunya Hukum Indonesia Menganut hukuman dan sanksi yang
bervariasi bagi setiap pelaku kejahatan, sesuai dengan kadar kejahatan yang
dilakukannya. Dalam tindak pidana Illegal Fishing juga terdapat hukuman
atau sanksi Illegal Fishing dari terberat hingga teringan menurut UU Nomor
31 tahun 2004 tentang perikanan:
13Tatiocliq02,”Apa Arti Bahan Peledak”http://tatiocliq.mwb.im/bahan-peledak.xthml.
diakses pada 15 Juni 2017
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1. Pidana Penjara
Sesuai dengan UU perikanan Nomor 31 tahun 2004, sanksi pidana
penjara adalah dipidanakan kepada pelaku yang melakukan perbuatan berikut:
a. Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, anak
buah kapal, pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaaan perikanan,
penanggung jawab perusahaan perikanan, pemilik kuasa perusahaan
perikanan dan operator kapal perikanan yang dengan sengaja melakukan
usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan
biologis, bahan peledak, peralatan ataupun cara menangkap ikan yang
membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan laut, maka
sanksinya adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun denda
paling banyak Rp 2.000.000, 00 (dua miliar rupiah.14
b. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan penangkapan ikan ataupun
pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis,
bahan peledak, ataupun peralatan yang dapat membahayakan kelestarian
sumber daya ikan lingkungan laut maka sanksinya adalah pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp
1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).15
c. Setiap orang yang memiliki atau mengoprasikan kapal penangkap ikan
berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia ataupun dilaut lepas, yang tidak
memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI) tahun dan denda paling lama
14Pasal 48 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
15Pasal 84 ayat (1)
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6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000.00 (dua miliar
rupiah).16
d. Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan
berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia ataupun dilaut lepas, yang tidak
memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dipidana penjara paling lama
6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh
miliar rupiah).17 Pasal ini adalah pasal pidana untuk pelaku Illegal Fishing
dari nelayan asing yang memang sudah seharusnya diberikan sanksi yang
berat, karena telah melanggar batas kedaulatan negara Indonesia.
e. Setiap orang yang memiliki, menguasai, membawa, dan menggunakan alat
penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai
dengan persyaratan dan standar dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5  (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah).18
f. Setiap orang yang memilki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut
ikan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan
pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait, yang tidak memiliki Surat
Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) diberikan hukuman dengan pidana
16Pasal 93 ayat (1)
17Pasal 93 ayat (2)
18Pasal 85
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penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp
1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).19
g. Nahkoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan
yang dikeluarkan oleh Syahbandar,20 diberikan sanksi dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).21
2. Pidana Denda
Pidana denda dimaksudkan sebagai pidana untuk mendapatkan tujuan
dari pemidanaan yaitu berupa pencegahan perbuatan kejahatan22 dan
mengembalikan kerugian yang telah diderita oleh Negara sebagai pihak yang
dirugikan secara langsung oleh kejahatan Illegal Fishing tersebut. Di dalam
UU 31 tahun 2004 pidana denda merupakan pidana tambahan yang melekat
dari setiap sanksi pidana penjara yang dibebankan kepada pelaku Illegal
fishing , sehingga setiap pasal yang menyebutkan pidana penjara pastilah
ditambahkan dengan pidana denda.
Namun ternyata ada beberapa kelemahan pidana denda ini sebagaimana
disebutkan oleh Suparni:
19Pasal 94
20Syahbandar adalah pejabat yang diangkat oleh menteri Perikanan dan Kelautan yang
berkedudukan di pelabuhan syahbanda, yang mempunyai kewenangan:
a. Memeriksa ulang kelengkapan dan  keabsahan  dokumen kapal perikanan.
b. Memeriksa ulang alat penangkapan ikan yang ada dikapal perikanan. Lihat pasal 42
UU No.34 tanun 2004 tentang perikanan
21Pasal 98
22Niniek Suparmi, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan
,(Jakarta: Sinar Grafika,2007).
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a. Bahwa pidana denda ini dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak
ketiga, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan
oleh terpidana sendiri. Sehingga tidak mendidik terpidana untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya.
b. Bahwa pidana denda juga membebani pihak ketiga yang tidak bersalah.
c. Bahwa pidana denda ini lebih menguntungkan bagi orang yang mampu
terlebih jika pidana denda yang dijatuhkan tidak sebanding dengan
keuntungan yang diperoleh terpidana.
3. Penyitaan
Sanksi berupa penyitaan termasuk kedalam sanksi tambahan yang
dibebankan kepada pelaku Illegal Fishing yaitu berupa penyitaan kapal dan
peralatan penangkapan ikan, dan perampasan hasil tangkapan oleh pengadilan
dan penyidik sebagai barang bukti.23 Yang kemudian dalam efektifitasnya bisa
dilakukan pelelangan untuk menjadi kekayaan Negara, tentunya sesuai keputusan
berkekuatan hukum tetap pengadilan yang memeriksa perkara Illegal Fishing
tersebut.
4. Pencabutan Izin
Sanksi pencabutan izin adalah sanksi yang dibebankan kepada orang
yang memiliki ataupun mengoperasikan kapal penangkap atau pengangkut ikan
yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan ikan di pelabuhan
perikanan, sehingga dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap UU perikanan.
Mekanisme pemberian sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah dikenakan
23Pasal 73 ayat (4)
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sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, dan akhirnya
pencabutan izin.24
Dalam aplikasinya sanksi pencabutan izin ini dilaksanakan oleh dinas
kelautan dan perikanan DKP selalu pemegang otoritas dalam melakukan kegiatan
penangkapan ikan komersial.
E. Penanggulangan Pidana Illegal Fishing
Sebelum membahas cara penanggulangan IUU fishing terlebih dahulu
harus Mengetahui kendala yang dihadapi dalam penanganan IUU fishing
adalah :
1. Lemahnya pengawasan
a. Masih terbatasnya sarana prasarana dan fasilitas pengawasan;
b. SDM pengawasan yang masih belum memadai terutama dari
sisi kuantitas;
c. Belum lengkapnya peraturan perundang-undangan di bidang
perikanan
d. Masih lemahnhya koordinasi antara aparat penegak hukum baik
pusat maupun daerah;
e. Belum berkembangnya lembaga pengawasan;
f. Penerapan sistem MCS yang belum sempurna.
2. Belum tertibnya perijinan
a. Pemalsuan ijin, penggandaan ijin.
3. Lemahnya Law enforcement
a. Wibawa hukum menurun;
24Pasal 41 ayat (4)
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b. Ketidak adilan bagi masyarakat;
c. Maraknya pelanggaran dan illegal
Dari beberapa uraian diatas mengenai kendala yang dihadapi dalam
penanggulangan, kita dapat menyimpulkan bahwa penanggulangan yang
dilakukan dalam IUU fishing sebagai berikut:
1) Sistem pengelolaan
 Perumusan kebijakan pemanfaatan sumberdaya ikan dengan
cara pelestarian:
 Perlindungan
 Pengawetan dan rehabilitasi;
 Pengalokasian dan penataan pemanfaatan;
 Penyusunan peraturan;
 Perijinan dan pemanfaatan sumber daya ikan.
2) Kebijakan dengan visi pengelolaan SDKP tertib dan bertanggung
jawab
 Meningkatkan kualitas pengawasan secara sistematis dan
terintegrasi agar pengelolaan SDKP berlangsung secara tertib
dengan cara operasi pengawasan dan penegakan hukum.
 Meningkatnya apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam
pengawasan SDKP dengan cara pengembangan sistem




 Optimalisasi implementasi MCS (monitoring, controling,
surveillancea) dalam pengawasan dengan cara peningkatan
sarana dan prasarana pengawasan dan mengintegrasikan
komponen MCS (VMS, kapal patrol, Pesawat Patroli Udara,
Alat komunikasi, radar satelit/pantai, siswasmas, pengawasan
perikanan (PPNS) dan system informasi pengawasan dan
pengendalian SDKP) dalam satu system yang sinergis.
 Pembentukan kelembagaan pengawasan di tingkat daerah.
Dasar pembentukan kelembagaan ini yaitu: belum adanya
lembaga pengawasan yang mandiri, lambannya penanganan
operasi dan penanganan perkara, rentang kendali dan
koordinasi yang panjang, ketergantungan pada pihak lain, tidak
adanya kepastian kendali dan pasca operasi.
 Operasional penertiban ketaatan kapal dipelabuhan. Dalam
Dalam operasi tersebut dilakukan pemeriksaan:
1. Ketaatan berlabuh di pelabuhan pangkalan sesuai dengan
ijin yang diberikan,
2. Ketaatan Nahkoda kapal perikanan dalam melaporkan hasil
tangkapan melalui pengisian log book perikanan,
3. Ketaatan pengurusan ijin untuk kapal yang belum berijin
dan masa berlaku ijinnya telah habis.
 Pengembangan system radar pantai yang terintegrasi dengan
VMS.
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1. Pengembangan system radar yang diintegrasikan dengan
VMS (telah dikembangkan bersama BRKP)
2. Stasiun radar tersebut ditempatkan pada titik-titik pintu
masuknya kapal-kapal perikanan asing Indonesia apabila
konsep ini terwujud informasi pengawasan dapat diterima
lebih banyak. Hal itu mengurangi fungsi patrol kapal
pengawas, sehingga pengadaan kapal pengawas bisa
dikurangi.
 Koordinasi dalam penanganan pelanggaran Tindak Pidana
1. Peningkatan peran forum koordinasi penanganan tindak
pidana perikanan
2. Mempercepat proses penegakan hokum (penyidikan,
penuntutan dan persidangan) antar lain melalui pengadilan
khusus perikanan.
3. Mengantisipasi terjadinya tuntutan (pra-peradilan, class
action dan tuntutan perdata)
4. Mengamankan dan merawat barang bukti (missal: kapal,
alat tangkap) agar nilai ekonominya dapat dipertahankan.
5. Penanganan ABK Non Yustitia dari kapal-kapal perikanan
asing Illegal yang tertangkap.
 Pembentukan pengadilan Khusus perikanan dasar
pembentukan:
1. Perkara perikanan belum mendapat perhatian serius
disbanding perkara lain.
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2. Mewujudkan suatu tatanan system peradilan penanganan
perikanan yang efektif.
3. Menstimulasi kinerja pengadilan negeri dalam menangani
tindak pidana perikanan.
4. Mengubah paradigm dikalangan aparat penegak hokum
dalam menangani perkara-perkara perikanan. Sampai saat
ini telah dibentuk di Lima tempat yaitu Jakarta Utara,
Pontianak, Medan, Tual dan Bitung.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi illegal
fishing yang terjadi di wilayah perairan Indonesia, tetapi belum
menimbulkan efek jera. Dari tahun ke tahun kejahatan ini terus meningkat
dan kerugian yang ditimbulkan semakin besar. Untuk menekan kejahatan
ini, pemerintah telah melakukan beberapa upaya, antara lain sebagai
berikut.
1. Vessel Monitoring System
Salah satu metode pengawasan terhadap operasional kapal-kapal
perikanan adalah melalui VMS. Penerapan VMS telah menjadi
kesepakatan internasional (FAO) bagi negara-negara yang mengelola laut.
VMS mulai diterapkan di Indonesia tahun 2003 dan hingga sekarang
sistem ini terus dikembangkan guna menekan tingkat kejahatan perikanan.
VMS adalah salah satu bagian dari sistem pengawasan kapal yang bebasis
satelit yang dalam implementasinya terdiri atas komponen yang
merupakan subsistem di samping satelitnya sendiri sebagai wahana
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transformasi data dari kapal ke pusat pengendali. Bagian-bagian tersebut
meliputi:
a. Transmitter yang dipasang dikapal ikan atau patroli, dilengkapi
dengan kypad sebagai sarana untuk mengirimkan laporan;
b. Sistem pengendali di pusat, fishing monitoring system (FMC)
yang terdiri atas komputer dan server yang berfungsi sebagai
alat pengumpul, pengolah, dan analisis data pelaporan serta
penyebaran informasi ke perusahaan (pemilik kapal) sebagai
mitra kerja;
c. Sistem pengendali di daerah, regional monitoring centre
(RMC) terdiri atas komputer dan server yang berfungsi sebagai
alat pengumpul, pengolah, dan analisis data untuk suatu
wilayah pengamatan tertentu;
d. Jaringan yang berfungsi sebagai perantara tukar informasi
maupu manajemen data;
e. SDM sebagai pelaku kegiatan masing-masing komponen agar
sistem dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Melalui VMS ini kapal perikanan dipasangi transmitter yang
kemudian dapat dimonitor pergerakannya di ruang kendali. Manfaat VMS
dalam pemantauan kapal perikanan diantaranya:
a. Dapat memonitor gerak kapal yang menyangkut posisi kapal,
kecepatan kapal, jalur lintasan (tracking) kapal, serta waktu
terjadinya pelanggaran;
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b. Hasil tracking VMS dapat dijadikan bahan analisis untuk
mengetahui penyalahgunaan alat tangkap, pelanggaran wilayah
tangkap, praktik-praktik transshipment, dan ketaatan melapor
dipelabuhan;
c. Membantu memberikan informasi posisi kapal dalam beberapa
kasus kejahatan dilaut (kehilangan kontak, pembajakan, atau
kecelakaan);
d. Dapat dijadikan bahan dalam manajemen sumber daya ikan:
mengetahui hasil usaha penangkapan, mengetahui tingkat
pemanfaatan sumber daya, dan menjadi bahan kebijakan
manajemen pengelolaan sumber daya ikan;
e. Dapat diintegrasikan dengan sistem radar satelit atau alat
deteksi lainnya untuk mengidentifikasikan kapal yang tidak
memiliki transmitter (indikasi kapal illegal).
Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, bahwa
dalam penyelenggaraan VMS mulai tahun 2007 para pemilik kapal
perikanan diatas 100 GT (gross tonnage) harus memasang alat tersebut.
Bagi kapal berukuran 100 GT harus memebli transmitter dan membayar
airtime sendiri. Hingga saat ini kapal-kapal berukuran 100 Gt yang sudah
memasang VMS telah mencapai sekitar 500 kapal.
F. Pandangan Hukum Islam terhadap Pidana Illegal Fishing
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Pandangan Hukum Islam terhadap adalah termasuk kedalam kajian
hukum pidana Islam, sehingga penyusun dapat menjelaskan terlebih
dahulu prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang meninjau kejahatan
illegal fishing ini.
1. Pengertian Hukum Pidana Islam
Hukum pidana Islam adalah syariat Allah yang mengandung
kemaslahatan bagi kehidupan manusia, terutama syariat Allah yang
mengatur tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman
umum, serta tindakan melawan peraturan-peraturan yang bersumber
dari al-Qur’an dan hadis.
2. Unsur-Unsur hukum Pidana Islam
Suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana oleh hukum
Islam harus memenuhi semua unsur-unsur yang ditetapkan, Abd Al
Qadir Awdah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi mengemukakan
bahwa secara umum Unsur-Unsur hukum pidana Islam sebagai
berikut:
a. Unsur Formal
Yaitu adanya naskh (ketentuan) yang melarang perbuatan dan
mengancamnya dengan Hukuman.
b. Unsur Materil
Yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarῑmah, baik yang
berupa nyata (positif) maupun sikap berbuat.
c. Unsur Moral
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Yaitu Unsur Yang menjelaskan bahwa pelaku adalah orang
mukallaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas
tindak pidana yang dilakukannya.
d. Bentuk Tindak Pidana Dalam Hukum Islam
Bentuk tindak pidana (jarῑmah) dalam Hukum Islam dibagi tiga:
1) Jarīmah Hudūd
Jarῑmah Ḥudūd yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis
dan ancaman hukumannya ditentukan oleh naskh, yaitu hukuman
ḥad (hak Allah). Hukum ḥad yang dimaksud tidak mempunyai
batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh
perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang
mewakili (ulī al-amri).
Tindak Pidana yang termasuk kedalam bentuk jarimah hudud
ini adalah meliputi: perzinaan, Qaẓaf (menuduh zina), minum
Khamr (meminum minuman keras), pencurian, Hirābah
(perampokan), pemberontakan, dan murtad.
2) Jarῑmah Qiṡāṡ Diyat
Tindak pidana (jarīmah) Qiṡāṡ Diyat ini adalah terbagi dalam
dua bagian pengertian yaitu bagian pengertian Qiṡāṡ dan
pengertian Diyat, menurut Al-Jurjani sebagaimana Dikutip oleh
Makhrus Munajat bahwa Qiṡāṡ adalah hukuman berupa balasan
setimpal.
Dan pengertian Diyat menurut Sayyid Sabiq sebagaimana
dikutip oleh Makhrus Munajat adalah hukuman ganti rugi, yaitu
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pemberian sejumlah harta dari pelaku kepada si korban atau
walinya melalui keputusan hakim. Bentuk hukumannya sudah
ditetapkan oleh naskh, namun dalam pelaksanaannya bentuk
hukuman ini diserahkan kepada hakim.
Perbuatan yang termasuk kedalam jarimah Qiṡāṡ Diyat ini
adalah pembunuhan disengaja (al-qaṭl al-‘ᾱmd),Pembunuhan semi
sengaja (Al-qaṭl syibh al-‘amd), pembunuhan keliru (Al-qaṭl al-
‘Khaṭā’), Penganiayaan sengaja (al-Jarh Al-amd’), dan
penganiayaan salah (al-Jarh Al-‘Khaṭᾱ’)
3) Jarῑmah Ta’zīr
Pengertian Jarῑmah ta’zīr secara bahasa yaitu memberikan
pelajaran, dan secara istilah jarῑmah ta’zīr diartikan sebagai
hukuman selain ḥad dan Qīṡaṡ Diyat.25 didalam pelaksanannya
bentuk hukuman berupa jarῑmah ta’zīr ada yang ditentukan oleh
syara’ (naskh) ada juga yang tidak ditentukan, dan ada juga
perbuatan itu menyangkut hak Allah dan juga menyangkut hak
asasi manusia perorangan, maka bentuk hukumannya diserahkan
secara penuh kepada penguasa, yaitu mengacu kepada
yurisprudensi Islam Historis yang memberikan kekuasaan pada
penguasa Negara Islam atau hakim-hakimnya.26
25Marsum, Jarῑmah Ta’zῑr, (Yogyakarta: fakultas Hukum UII, 1988)
26Abdullahi Ahmed An-Na’im, Dekonstruksi Syari’ah. (Diterjemahkan oleh Ahmad
Suaedy), (Yogyakarta: LkiS, 1994)
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Bentuk pidana ta’zīr yang belum ditentukan didalam naskh al-
Qur’an dan Al-Hᾱdis, dapat dikembangkan dengan melihat
efektifitas hukuman pidana dengan mengacu kepada tujuan-tujuan
yang diharapkan oleh sistem hukum Islam. Dalam konteks ke-
Indonesiaan jarῑmah ta’zīr ini diadopsi kedalam konteks kebijakan
yudikatif, yaitu memberikan kewenangan yang luas kepada hakim
untuk menentukan berbagai kemungkinan pengembangan bentuk
pidana dalam hukum Islam.27
3. Illegal Fishing Di Dalam Hukum Islam
Tujuan Hukum Islam adalah untuk mengatur seeluruh aspek
kehidupan manusia, agar manusia hidup tentram, aman dan sejahtera, bisa
menikmati seluruh anugerah yang telah Allah swt.berikan di dunia, mulai
dari nikmatnya beragama (Ḥifdẓ al-Dīn), sehatnya Jasmani (Ḥifdẓ al-
Nafs),bebasnya berfikir positif (Ḥifdẓ Al-‘Aqli), nikmatnya harta (Ḥidfẓ al-
Māl),keharmonisan keluarga serta keturunan (Ḥifdẓ al-Nᾱṡl), dan
menikmati sumber daya alam dari lingkungan yang nyaman (Ḥidfẓ al-
Bī’ah).
Kejahatan illegal Fishing dalam hal ini merupakan kejahatan yang
menimbulkan banyak sekali kerugian bagi Negara, dan Rakyatlah tentunya
yang mengalami kerugian secara langsung karena tidak bisa menikmati
anugerah Allah berupa kekayaan ikan dilaut Indonesia secara maksimal.
Peran Hukum Islam sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan
27Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan
kriminalisasi dan dekriminilasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
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tersebut, sebagai solusi alternatif dalam realita penegakan Hukum Positif
Indonesia yang sampai saat ini belum bisa mengatasi kejahatan Illegal
Fishing ini.
Di dalam Hukum Islam kekahatan illegal fishing ini termasuk
dalam kategori jarimah ta’zīr, karena unsur-unsur jarῑmah ḥad dan qiṡāṡ
Diyat tidak terpenuhi secara sempurna, ataupun karena adanya unsur yang
masih dianggap syubḥāt.
a. Illegal Fishing Merampok Aset Negara
Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa illegal fishing adalah
sebuah aktifitas penangkapan ikan yang melanggar ketentuan perundangan
yang berlaku, seperti UU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang
menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh
ikan di perairan yang tidak dalam keadaan di budidayakan dengan alat atau
cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,
mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau
mengawetkannya. Jadi semua mekanisme penangkapan ikan di wilayah
hukum perairan Indonesia Harus sesuai dengan undang-undang, jika tidak
maka penangkapan ikan tersebut dinyatakan sebagai perampokan asset
Negara Indonesia. Karena Undan-Undang Dasar 1945 sendiri
menyebutkan bahwa bumi. Air dan udara beserta seisinya adalah milik
Negara dan harus dinikmati sebesar-besarnya oleh Rakyat, bukan
dirampok dan dimonopoli oleh para oknum nelayan asing yang melanggar
peraturan. Secara harfiah perampokan ini seharusnya masuk kedalam
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kejahatan hirābah, namun karena objek illegal fishing ini adalah sumber
daya ikan yang tidak tetap status kepemilikannya maka lebih tepat illegal
fishing masuk kedalam kategori ta’zīr. Firman Allah:
Dalam Q.S An-Naḥl ayat 14:  َُﻮھَويِﺬﱠﻟٱ َﺮ ﱠﺨَﺳ َﺮَۡﺤﺒۡﻟٱ ُﮫۡﻨِﻣ ْاﻮُﺟِﺮَۡﺨﺘَۡﺴﺗَو ﺎ ّٗﯾَِﺮط ﺎٗﻤَۡﺤﻟ ُﮫۡﻨِﻣ ْاُﻮﻠُﻛَۡﺄِﺘﻟ
 ىََﺮﺗَو َۖﺎَﮭﻧﻮَُﺴﺒَۡﻠﺗ َٗﺔﯿۡﻠِﺣ َﻚُۡﻠﻔۡﻟٱ ِِﮫﻠَۡﻀﻓ ﻦِﻣ ْاﻮَُﻐﺘَۡﺒِﺘﻟَو ِﮫِﯿﻓ َﺮِﺧاَﻮَﻣۦ ۡﻢُﻜﱠﻠََﻌﻟَو
 َنوُﺮُﻜَۡﺸﺗ١٤
Terjemahannya:
Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar
kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan
kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan
kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari
(keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.28
Bahwa Allah swt.telah memberikan asset yang sangat besar dari
dalam lautan baik berupa ikan dengan dagingnya yang segar dan penuh
gizi ataupun perhiasan-perhiasan, semua itu adalah anugerah Allah
swt.untuk umat manusia supaya manusia itu mensyukurinya dan
menambah ketakwaan kepada Allah swt. Siapa saja berhak memanfaatkan
sumber daya perikanan tersebut, yang tentunya pada saat sekarang
pemanfaatan tersebut harus sesuai dengan peraturan berlaku, sebagai
ungkapan sikap syukur mentaati peraturan untuk kemaslahatan
masyarakat, sedangkan illegal fishing merupakan perbuatan kejahatan
28Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (t.t:t.p., 2012),
h. 365.
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yang jauh dari rasa syukur, karena illegal fishing menyalahi aturan yang
berlaku.
Meskipun illegal fishing ini tidak termasuk kedalam kategori hirābah,
namun dari sisi sanksi untuk perampokan asset negara ini, Hukum Islam
memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan kadar perbuatan
kejahatannya, karena asset negara yang seharusnya bisa menjadi sumber
ekonomi Negara yang kemdian dapat dimanfaatkan untuk anggaran
Negara, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan ekonomi rakyat.
b. Illegal Fishing Merusak Lingkungan Hidup
Lautan dengan segala isinya merupakan anugerah yang sangat
besar dari Allah swt.bagi manusia di muka bumi, baik berupa makanan
yang mengandung gizi tinggi ataupun benda-benda lainnya yang bisa
dimanfaatkan mutiara misalnya yang mempunyai nilai perhiasan sangat
mahal.
Manusia diperkenankan seluas-luasnya untuk menikmati dari
segala hasil lautan tersebut, selama dengan cara yang terbaik sesuai dengan
syari’at Islam, tidak berlebihan dan tidak merusak. Bahkan Allah telah
memberikan kemudahan bagi manusia dalam menangkap binatang yang
dikehendakinya yang kemdian bagi manusia dalam menangkap binatang
yang dikehendakinya yang kemudian akan menguji manusia dengan
sesuatu dari binatang yang diburunya, padahal binatang itu sangat mudah
didaapatkan oleh tangan ataupun oleh tombak, seperti hanya ikan dilautan
yang mudah ditangkap oleh tangan sekalipun. Namun jika melampaui
batas maka azab Allah yang akan diterima manusia.
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Kemudian Allah swt.menegaskan kepada seluruh manusia agar
tidak merusak lingkungan hidup, karena jika lingkungan hidup ini telah
rusak maka akibatnya akan menimpa kepada manusia itu sendiri, bencana
alam yang terjadi selama ini merupakan efek negatif dari perbuatan
manusia yang tidak dapat menjaga lingkungannya dengan baik. Allah
memberikan solusi agar terhindar dari bencana itu adalah dengan
menghadapkan wajah kepada Agama yang lurus, maksudnya adalah bahwa
manusia harus berperilaku dan mengikuti semua ajaran Agama Islam yang
lurus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad saw.
Dalam Q.S Ar-Rūm/30: 41:  ََﺮﮭَظ ُدﺎََﺴﻔۡﻟٱ ِﻲﻓ ﱢَﺮﺒۡﻟٱ َو ِﺮَۡﺤﺒۡﻟٱ يِﺪَۡﯾأ َۡﺖﺒَﺴَﻛ ﺎَِﻤﺑ ِسﺎﱠﻨﻟٱ َﺾَۡﻌﺑ ُﻢَﮭﻘﯾُِﺬِﯿﻟ
يِﺬﱠﻟٱ َنﻮُﻌِﺟَۡﺮﯾ ُۡﻢﮭﱠﻠََﻌﻟ ْاُﻮﻠِﻤَﻋ٤١
Terjemahannya:
Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena
perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka
sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali
(ke jalan yang benar).29
Dari ayat al-Qur’an tersebut maka jelaslah bahwa perbuatan
merusak bumi dengan apapun caranya adalah dilarang, termasuk
kedalamnya adalah kejahatan illegal fishing yang merusak lingkungan laut
dan menghancurkan ekosistem ikan-ikan yang hidup dilaut tersebut. Unsur
inilah yang merupakan faktor pemberat terhadap sanksi yang dijatuhkan
kepada pelaku illegal fishing.
29Kementrian Agama Republik Indonesia., Al-Qur’an dan Terjemahan (t.t: tp., 2012), h.
576.
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c. Sanksi Ta’zῑr terhadap illegal fishing
Ta’zīr adalah bentuk mashdar dari kata (azara) ﺶﻘﺸﺌﺷ yang artinya
menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti menolong atau
menguatkan.
Sebagian ulama mengartikan ta’zīr sebagai hukuman yang
berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang
tidak di tentukan al-Qur’an dan Hadis. Ta’zīr berfungsi memberikan
pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak
mengulangi perbuatan serupa. Sebagian lain mengatakan sebagai sebuah
hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak dihukum dengan
hukuman ḥad atau kaffāraḥ.
Adapun Ta’zīr menurut Kahalani sebagaimana dikutip halaman
adalah bentuk masdar dari azzara yang  berasal dari azzara, yang  berarti
menolak (raddū atau man’ū), kemudian A.R. Ramli menambahkan,
menurut ilmu bahasa ta’zīr adalah kata nama yang bersifat kebesaran
(aṡmāul adḥᾱd), oleh karena kata tersebut secara mutlak menunjukkan
kebesaran atau keagungan dan menunjukkan kepada pengertian pengajaran
(ta’dῑb˚), dan kepada pengertian pukulan yang amat sangat, dan kepada
pengertian pukulan selain daripada pukulan ḥad.30
Dalam jarῑmah ta’zīr tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya,
artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan
sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian syar’I
30Haliman, Hukum Pidana Syariat Islam; Menurut Ajaran Ahlu Sunnah, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1970), h.50.
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mendegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan
hukuman kepada pelaku jarῑmah.
1) Sanksi Ta’zīr yang Berkaitan Dengan Badan.
Sanksi ini berbentuk hukuman kepada badan pelaku tindak pidana
yang sudah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan adanya kekuatan
hukum tetap dari hakim selaku pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi
pidana ta’zīr.
a) Hukuman Mati
Mazhab Hanafi memperbolehkan sanksi ta’zīr berupa
hukuman mati dengan syarat bila perbuatan itu dilakukan berulang-
ulang, seperti kejahatan yang dilakukan setelah dikenai hukuman
mencuri.Mazhab Malik dan Mazhab Hanabilah juga membolehkan
hukuman mati sebagai sanksi ta’zīr tertinggi.Mereka memberi
contoh sanksi bagi spionase dan orang yang melakukan kerusakan
dimuka bumi. Demikian juga Mazhab Syafi’I, sebagai Mazhab
Syafi’iyah membolehkan hukuman mati, seperti dalam kasus
homoseks. Disinilah letak ketegasan hukum Islam kepada
kejahatan illegal fishing yang berdampak kerugian besar terhadap
ekonomi negara dan merusak lingkungan laut.
Dengan begitu dari kedua pendapat tadi, yang lebih kuat adalah
pendapat yang membolehkan hukuman mati sebagai ta’zīr tertinggi
meskipun dalam pelaksanaannya ada persyaratan-persyaratan yang
ketat untuk dapat dikenakan sanksi hukuman mati. Termasuk
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hukuman mati terhadap pelaku illegal fishing harus sesuai dengan
syarat-syarat berikut:
 Ada putusan hukum dari pengadilan dengan kekuatan
hukum tetap
 Terpidana kasus illegal fishing haruslah residivis, yang
hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberi dampak jera
baginya.
 Kejahatan illegal fishing tersebut disertai dengan
peerusakan alam dan lingkungan laut.
 Kerugian ekonomi akibat illegal fishing tersebut berdampak
buruk bagi perekonomian negara dan masyarakat, terutama
masyarakat nelayan tradisional.
 Harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh dampak
kemaslahatan umat. Didalamnya termasuk juga aspek
persatuan dan kesatuan umat supaya tidak terjadi
perpecahan, serta pncegahan kerusakan yang menyebar
dimuka bumi.
2) Sanksi Ta’zīr Yang Berkaitan Dengan Kemerdekaan Seseorang
Dalam sanksi jenis ini terdapat dua jenis hukuman, yaitu hukuman
penjara dan hukuman buang.
 Hukuman penjara (al-Habsyu)
Menurut Ibnu Qayyim, al-Habsyu adalah menahan seseorang
untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu di
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rumah, di masjid, maupun ditempat lain. Demikianlah yang
dimaksud dengan al-habsyu di masa Nabi dan Abu Bakar. Akan
tetapi, setelah umat dan wilayah Islam bertambah banyak dan luas
pada masa pemerintahan Umar, maka Umar membeli rumah
Syafwan bin Umayyah dengan harga 4000 dirham untuk dijadikan
penjara.
Hukuman penjara menurut para ulama dibagi menjadi dua yaitu
penjara yang dibatasi waktunya dan penjara yang tidak dibatasi
waktunya. Adapun yang dibatasi waktu hukuman penjaranya
adalah hukuman yang dibatasi lamanya hukuman yang secara tegas
harus dilaksanakan oleh si terhukum. Adapun tentang lamanya
penjara para ulama berbeda pendapat sebagian ulama berpendapat
bahwa lamanya penjara adalah dua atau tiga bulan dan sebagian
yang lain berpendapat diserahkan sepenuhnya kepada hakim.
 Hukum Buang
Hukum buang ini dikenakan kepada pelaku-pelaku jarῑmah
yang dikhawatirkan berpengaruh pada orang lain, sehingga
pelakunya harus di buang untuk menghindarkan pengaruh-
pengaruh tersebut.
Adapun tempat pembuangan itu menurut sebagian ulama
Mazhab Maliki, dan Abu Hanifah sesuai dengan pengertian
pembuangan adalah dari negara Muslim ke non Muslim, sedangkan
menurut Mazhab Syafi’I menyamakan hukum buang dengan
penjara.
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Dalam Q.S Almᾱ’idaḥ/ (5): 3:
 ۡﺖَﻣ ﱢﺮُﺣ ُﻢُﻜَۡﯿﻠَﻋ َُﺔﺘۡﯿَﻤۡﻟٱ َو ُم ﱠﺪﻟٱ ُﻢَۡﺤﻟَو ِﺮﯾِﺰﻨِﺨۡﻟٱ ِﺮۡﯿَِﻐﻟ ﱠﻞُِھأ ٓﺎَﻣَو ِ ﱠ ٱ ِِﮫﺑۦ َو َُﺔِﻘﻨَﺨۡﻨُﻤۡﻟٱ
 َو ُةَذُﻮﻗۡﻮَﻤۡﻟٱ َو َُﺔﯾ ﱢدََﺮﺘُﻤۡﻟٱ َو ُﺔَﺤﯿِﻄﱠﻨﻟٱ َﻞََﻛأ ٓﺎَﻣَو ُُﻊﺒ ﱠﺴﻟٱ َﻰﻠَﻋ َِﺢﺑُذ ﺎَﻣَو ُۡﻢﺘۡﯿ ﱠﻛَذ ﺎَﻣ ﱠِﻻإ
 ِﺐُﺼﱡﻨﻟٱ َﺗ َنأَو ْاﻮُﻤِﺴَۡﻘﺘۡﺴ ِﺑ ِۚﻢ َٰﻟَۡزۡﻷﭑ ٌۗﻖِۡﺴﻓ ۡﻢُِﻜﻟ َٰذ َمَۡﻮﯿۡﻟٱ َِﺲَﺌﯾ َﻦﯾِﺬﱠﻟٱ ﻦِﻣ ْاوَُﺮﻔَﻛ
 َو ُۡﻢھۡﻮَﺸَۡﺨﺗ ََﻼﻓ ۡﻢُِﻜﻨﯾِد ِۚنۡﻮَﺸۡﺧٱ َمَۡﻮﯿۡﻟٱ ِﻲﺘَﻤِۡﻌﻧ ۡﻢُﻜَۡﯿﻠَﻋ ُﺖۡﻤَﻤَۡﺗأَو ۡﻢَُﻜﻨﯾِد ۡﻢَُﻜﻟ ُﺖۡﻠَﻤَۡﻛأ
 ُﻢَُﻜﻟ ُﺖﯿِﺿَرَو َﻢ َٰﻠۡﺳ ِۡﻹٱ ِﻦََﻤﻓ ۚﺎٗﻨﯾِد ﱠُﺮﻄۡﺿٱ ﱠِنَﺈﻓ ٖﻢۡﺛ ِ ﱢﻹ ِٖﻒﻧﺎََﺠﺘُﻣ َﺮۡﯿَﻏ ٍﺔَﺼَﻤۡﺨَﻣ ِﻲﻓ
 َ ﱠ ٱ ٞﻢﯿِﺣ ﱠر ٞرُﻮﻔَﻏ٣
Terjemahannya:
Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging
hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang
dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas,
kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu)
yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamka juga) mengundi nasib
dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah
kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk
(mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka
dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu
agamamu, dan telah ku ucapkan kepadamu nimat-Ku, dan telah Ku-ridai
Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan




Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf
keilmuan. Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan
prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi penelitian
juga merupakan analisis teoritis mengenai mengenai suatu cara atau metode.
Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan
sejumlah pengetahuan, juga merupakam suatu usaha sistematis dan terorganisasi
untuk menyelidiki masalah tertentu yang memiliki jawaban.
31 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan (t.t: t.p 2012), h.
142.
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A. Jenis Dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan, yaitu jenis
penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang
dibicarakan  sesuai kenyataan yang terdapat dalam masyarakat. Penelitian ini,
menggambarkan tentang upaya-upaya penanggulangan tindak pidana illegal
fishing dengan menggunakan bahan peledak serta bagaimana peran
Pengadilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian ikan (Illegal
fishing), upaya penanggulangannya ditinjau berdasarkan perspektif Hukum
Nasional dan Hukum Islam.
2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk mendapatkan data dan
informasi mengenai permasalahan adalah bertempat di kotaSinjai, Propinsi
Sulawesi Selatan. Lokasi tersebut menjadi pilihan penulis sebab Kota sinjai
merupakan wilayah Hukum pengadilan Negeri Sinjai yang telah mengadili
tindak pidana Illegal Fishing. Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan
di tempat yang dianggap penulis dapat memberikan kontribusi dalam
penelitian ini. Tempat yang dimaksud adalah Pengadilan tinggi Negeri sinjai.
Selain itu, proses penelitian juga berlangsung di universitas Islam Negeri
Aluddin Makassar terkait dengan referensi – referensi yang diperoleh dari
studi pustaka yang dilakukan di Perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri




Penelitian ini menggunakan beberapa jenis pendekatan yaitu Yuridis dan
Sosiologis .
1. Yuridis Normatif yaitu suatu pendekatan dengan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2. Sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan konsep dan
kaedah-kaedah yang terdapat dalam ilmu sosiologi.
C. Sumber data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan
sekunder.
1. Data Primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan
penelitian di lapangan, dengan cara-cara seperti interview yaitu kegiatan
langsung kelapangan dengan melakukan wawancara dan Tanya jawab
pada informan untuk memperoleh keterangan yang jelas. Dan sumber data
tersebu dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio
tapes, dan pengambilan foto.
2. Data Sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian
kepustakaan. Penelitian kepustakaan teknik untuk mencari bahan-bahan
atau data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan
bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan. Data
sekunder dikumpulkan melalui library research, dengan jalan menelaah
peraturan perundang-undangan terkait, jurnal ilmiah, tulisan atau makalah.
Dokumen atau arsip, dan bahan lain dalam bentuk tertulis yang ada
relevansinya dengan judul skripsi ini.
D. Metode Pengumpulan Data
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Di dalam penelitian ini digunakan beberapa metode dalam pengumpulan
data, yaitu :
1. Wawancara adalah  percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang
dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu Pewawancara (interviewer) yang
mengajukan pertanyaan dan Terwawancara (interviewer) yang
membicarakan jawaban atas pertanyaan itu. Penulis akan mewawancarai
informan yang lebih mengetahui tentang Upaya penanggulangan Tindak
Pidana Ilegal Fishing dengan menggunakan bahan peledak sesuai dengan
judul penelitian. Dalam metode wawancara yang dilakukan adalah
wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang berupa daftar
pertanyaan yang akan ditanyakan penulis kepada informan untuk
memperoleh data yang lebih lengkap.32
2. Observasi adalah metode atau cara-cara untuk mengamati keadaan yang
wajar dan yang sebenarnya tanpa ada usaha yang disengaja untuk
mempengaruhi, mengatur, atau memanipulasinya.
3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat
dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan),
gambar atau data-data yang bersangkutan.
E. Instrumen Penelitian
Instrumen atau alat penelitian adalah penelitian itu sendiri. Oleh karena
itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” sejauh penelitian
kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya turun di lapangan untuk
32Salim HS dan Erlies, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi
(Jakarta: Rajawali 2013)
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meneliti. Adapun alat-alat yang harus disiapkan untuk meneliti adalah sebagai
berikut:
1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari
informan yang berupa daftar pertanyaan.
2. Buku catatan dan alat tulis. Alat ini berfungsi untuk mencatat semua
percakapan dengan sumber data.
3. Kamera, alat ini berfungsi untuk memotret jika sedang dilakukan
pembicaraan atau wawancara informan.
4. Tape recorder, alat ini berfungsi untuk merekam semua percakapan atau
pembicaraan dengan informan.
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
1. Pengolahan Data
Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan
yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode
pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:
a. Klasifikasi data adalah menggolongkan atau mengkategorikan data yang
dihasilkan dalam penelitian.
b. Reduksi data adalah mengurangiatau memilah-milah data yang sesuai
dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
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c. Koding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan
penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal
pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertenu pada setiap
data tersebut .
d. Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan
untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan
dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini
dilakukan untuk memperbaiki data serta menghilangkan keragu-raguan
atas data yang diperoleh dari hasil wawancara.
2. Analisis Data
Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah
yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah
analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan
dengan jalan mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, dan
mencatat yang dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar
sumber datanya tetap ditelusuri.
G. Pengujian Keabsahan Data
Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan data penelitian.
Suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat
memperoleh kesimpulan yamg obyektif. Maksudnya bahwa suatu penelitian
bila telah memenuhi standar objektivitas maka penelitian tersebut dianggap
telah teruji keabsahan data penelitiannya.
Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur
validitasi hasil penelitian, dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian.
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Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik
triangulasi.
Teknik triangulasi dalam penelitian merupakan teknik pemeriksaan
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk
keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik
triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber




A. Gambaran Umum Hasil Lokasi Penelitian
Kabupaten Sinjai adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi
Selatan, Indonesia. Ibu Kota Kabupaten ini terletak di Balangnipa. Balangnipa
atau Kota Sinjai berjarak sekitar 220 km dari Kota Makassar. Kabupaten ini
memiliki luas wilayah 819,96 km2 dan berpenduduk sebanyak kurang lebih
228.879 jiwa. Sinjai resmi menjadi sebuah kebupaten pada tanggal 20 Oktober
1959 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959.
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Sinjai secara geografis terdiri atas daratan rendah di Kecamatan Sinjai
Utara, Tellu Limpoe dan Sinjai Timur. Selanjutnya daerah dataran tinggi dimulai
dari Sinjai Barat, Sinjai Tengah, Sinjai Selatan dan Sinjai Borong. Sedangkan
Kecamatan terunik adalah Kecematan pulau sembilan berupa hamparan 9 pulau
yang berderet sampai mendekati Pulau Buton.
Kabupaten Sinjai terletak di bagian pantai timut Provinsi Sulawesi Selatan
yang berjarak sekitar 223 km dari kota Makassar. Posisi wilayahnya berbatasan
dengan kabupaten Bone (Bagian Utara), Teluk. Bone (bagian timur), Kabupaten
Bulukumba (di bagian Selatan), dan Kabupaten Gowa (di bagian barat).
B. Sanksi Bagi Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing)
Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia dilakukan melalui
proses pradilan pidana sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8
tahun 1981 tentang KUHAP dimana setiap bentuk tindak pidana yang terjadi
ditangani melalui tahapan Pre Ajudikasi: pada tahapan ini Lembaga atau Instansi
penegak Hukum yang terlibat secara langsung yaitu penyidik (Polisi, Angkatan
Laut dan Penyidik PNS) serta Jaksa (Kejaksaan). Penegak hukum melakukan
suatu tindakan berdasarkan informa6si maupun laporan mengenai adanya suatu
tindak pidana illegal fishing namun tidak jarang pula adanya tindakan langsung
oleh kepolisian maupun Angkatan Laut atas temuan dari Intelegen mereka
sendiri. Seperti sering dilakukannya Gelar Patroli Keamanan Laut oleh kedua
lembaga tersebut. Namun demikian hasil dari gelar patroli keamanan laut tersebut
selanjutnya yang akan diproses pada tahapan selanjutnya.
Berbagai upaya lain juga telah dilakukan oleh pemerintah Kota Sinjai
dalam upaya pengamanan Laut, tetap dipandang masih belum memadai dalam
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menjawab tantangan keamanan laut yang ada. Saat ini penyidik TNI AL secara
konsisten telah menerapkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dengan
melaksanakan enforcement of law secara cepat dan tuntas serta dapat
menimbulkan efek jera bagi pelakunya.
Prosedur dan tata cara pemeriksaan tindak pidana di Laut sebagai bagian
dari penegakan hukum di laut mempunyai ciri-ciri atau cara-cara yang khas dan
mengandung beberapa perbedaan dengan pemeriksaan tindak pidana didarat. Hal
ini disebabkan karena di laut terdapat bukan saja kepentingan nasional, akan
tetapi terdapat pula kepentingan-kepentingan internasional yang harus dihormati,
seperti hak lintas damai, hak lintas alur laut kepulauan, hak lintas transit.
Adapun seperangkat aturan sebagai pendukung penegakan hukum
terhadap tindak pidana illegal fishing antara lain sebagai berikut.
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan.
2. UU No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil serta aturan pelaksanannya lainnya seperti: peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya
Ikan,
4. Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penelitian
dan Pengembangan Perikanan,
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 13/MEN/2005 tentang
forum koordinasi penanganan tindak pidana di bidang perikanan.
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6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2005 tentang
komisi nasional pengkajian Sumber Daya Ikan,
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2005 tentang
penangkapan ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang
bukan untuk Tujuan Komersial.
Akan tetapi dari penelitian dan berbagai sumber yang penulis dapatkan,
ternyata dengan adanya rumusan sanksi pidana dalam pasal Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009 tentang perikanan yang memiliki sanksi pidana denda yang sangat berat
dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain, namun sama sekali belum
memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan Illegal Fishing. Ancaman
hukuman penjara yang paling berat 6 (enam) tahun bagi pelaku yang melakukan
penangkapan ikan tanpa memiliki atau membawa SIPI (Surat Ijin Penangkapan
Ikan) dan paling berat 7 Tahun bagi yang melakukan  pemalsuan dan memakai
ijin palsu berupa SIUP, SIPI, SIKPI. Pidana denda paling banyak
Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Rumusan sanksi dalam Undang-
Undang ini tidak mengatur rumusan sanksi paling rendah atau minimum sehingga
seringkali sanksi pidana yang dijatuhkan tidak memberi efek jera bagi pelaku.
C. Penanggulangan illegal fishing yang dilakukan Direktorat Polair Polda
Sulselbar
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) khususnya di Direktorat
Polair Polda Sulselbar senantiasa berusaha mewujudkan visinya, yaitu
mengedepankan perannya selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat
yang mengutamakan pendekatan preventif dan persuasif, sedangkan represif
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adalah sebagai langkah terakhir Polri berusaha menjalankan misinya, yaitu
memberikan perlindungan, pengayoman pelayanan kepada masyarakat,
penegakan hukum secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi
manusia, melanjutkan upaya koordinasi internal Polri, memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
oleh karenanya aparat kepolisian khususnya di wilayah hukum kota Sinjai selalu
melakukan usaha-usaha penindakan dalam menanggulangi hal-hal yang
berpotensi dapat mengganggu kamtibmas.
Fakta telah menunjukkan bahwa kejahatan illegal fishing sudah menjadi
sesuatu yang sangat memperihatinkan dikarenakan memberikan dampak yang
dapat merugikan kepada masyarakat dan negara.
Kejahatan ini merupakan kejahatan   yang berpotensi hanya dapat
dilakukan yang memiliki mata pencaharian diwilayah perairan. Hali ni menjadi
ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat dan negara karena dapat merusak
ekosistem lingkungan dan juga merusak keberadaan makhluk lain yang hidup
dalam biota laut.
Sebelum penulis kemukakan Upaya penanggualngan illegall fishing di Kota
Sinjai berikut penulis paparkan hasil penelitian jumlah tindak pidana Illegal
Fishing yang terjadi di KotaSinjai dalam kurun waktu 2014-2017.
Tabel
Jumlah Temuan Kasus Penangkapan Ikan Secara Ilegal
Fishingdi Kabupaten Sinjai tahun 2014-2017
Jumlah KasusperTahun
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Berdasarkan tabel diatas, nampak bahwa selama kurun waktu antara tahun
2014–2017 ditemukan 7 kasus tindak pidana penangkapan ikan secara (illegal
fishing). Pada tahun 2014 terdapat 2 kasus illegal fishing yang keduanya
merupakan penangkapan ikan tanpa memiliki atau memalsukan surat izin(SIUP,
SIPI, dan SIKPI) dan tidak terdapat kasus yang berkaitan dengan menggunakan
bahan peledak/bom ikan (bomb fishing), menggunakan zat kimia/bius ikan
(cyanidefishing), dan juga penangkapan ikan dengan melanggar fishing ground.








- - - -
3 Penangkapan ikan dengan
melanggarfishing ground - - - -




2 - 1 2
Jumlah 2 - 3 2
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Tahun2015 terdapat 2 kasus illegal fishing dengan menggunakan bahan
peledak/bom ikan (bomb fishing), tahun 2016 terjadi penurunan yaitu hanya
terdapat 1 kasus illegal fishing dan tahun 2017 terdapat 2 kasus illegal fishing
yang masing-masing merupakan penangkapan ikan tanpa memiliki atau
memalsukan surat izin (SIUP, SIPI, dan SIKPI). Berdasarkan data tersebut, dapat
disimpulkan bahwa terdapat 5 kasus yang berkaitan dengan penangkapan ikan
tanpa memiliki atau memalsukan surat izin (SIUP,  SIPI, dan   SIKPI) dan   2
kasus yang berkaitan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan (bomb
fishing).
Berdasarkan hasil penelitian peneliti melalui wawancara dengan pelaku
tindak pidana illegal fishing, ada beberapa factor yang menyebabkan mereka
melakukan tindak pidana tersebut, yaitu sebagai berikut:
1. Fudding Bin Abd.Rahman, umur 48 tahun. Jenis Illegal Fishing:
menggunakan bahan peledak33. Faktor yang mendorong pelaku
melakukan tindak pidana illegal fishing didasarkan faktor ekonomi.
Pelaku tidak memiliki sumber penghasilan selain dari hasil
melautnya.sedangkan, keluarganya memerlukan berbagai kebutuhan
hidup.Oleh sebab itu, demi kelangsungan hidup dan keluarganya pelaku
tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan bahan peledak. Kepada
peneliti, pelaku mengatakan bahwa pelaku tidak pernah merasa bersalah
melakukan illegal fishing.
33Fudding Bin Abd. Rahman, Tersangka Kasus Illegal Fishing Menggunakan Bahan
Peledak, Wawancara, Sinjai, 06 Mei 2017.
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2. Sulkipli, umur 28 tahun. Pekerjaan Nelayan. Jenis illegal fishing:
pemalsuan surat-surat kapal34
Pelaku mengatakan bahwa dia melakukan tindak pidana illegal
fishing karena kesulitan memperoleh surat izin sedangkan pelaku harus
memenuhi kebutuhan hidup nya sehingga pelaku tidak memiliki cara lain
untuk mendapatkan uang secara instan.
Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa
faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana illegal fishing di
Kota Sinjai sebagai berikut:
1. Faktor Ekonomi
Sebagai mana telah dikemukakan oleh Aristoteles bahwa
kemiskinan dapat menimbulkan kejahatan/pemberontakan. Demikian pula
illegall fishing, alasan pokok yang dikemukakan oleh pelakua dalah
karena faktore konomi. Pelaku mengaku bahwa mereka melakukan illegal
fishing karena tidak memiliki pekerjaan atau karena hidup mereka
bergantung pada hasil penangkapan ikan mereka, sedangkan keluarga
mereka memerlukan berbagai kebutuhan hidup.Oleh karena itu
melakukan illegal fishing menjadi alternatif mereka untuk kelangsungan
hidup mereka.
Kondisi ekonomi Indonesia yang tak menentu membuat tuntutan
hidup juga semakin besar serta penyediaan lapangan kerja yang kurang
menyebabkan tuntutan hidup masyarakat juga ikut bertambah sehingga
34Sulkipli, Tersangka Kasus Illegal Fishing Pemalsuan surat-surat Kapal, Wawancara,
Sinjai, 07 Mei 2017.
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mereka membutuhkan penghasilan yang besar pula untuk menopang
perekonomian individu agar bisa hidup layak. Hal ini sejalan dengan yang
dikemukakan Kasat Polair Polres Sinjai KOMBESPOL Purwoko
Yudianto, S.Ik, M.Hum (wawancara tanggal 05 mei 2017) bahwa adanya
kasus illegal fishing diwilayah hukum Direktorat Polair Polda sulselbar
dikarenakan tingkat kesejahteraan nelayan yang rendah sehingga mereka
memiliki pemikiran untuk mendapatkan pendapatan dari hasil tangkapan
yang lebih dengan cara- cara instan meskipun melanggar ketertiban dan
peraturan perundang-undangan dalam meningkatkan tingkat
kesejahteraannya35
2. Faktor Pengetahuan
Selain faktor ekonomi, maka faktor rendahnya pengetahuan
nelayan juga mendorong terjadinya illegal fishing. Nelayan cenderung
tidak mengetahuilarangan illegal fishing terutama penggunaan bahan
peledak. Nelayan kurang mengetahui dampak penggunaan bahan peledak
yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan laut.
Berdasarkan wawancara dengan Kanit Patroli AKBP Takbir
(wawancara tanggal 05 Mei 2017) bahwa Nampak ada beberapa faktor
yang mendorong terjadinya illegal fishing yakni salah  satunya adalah
rendahnya pengetahuan masyarakat tentang larangan penggunaan bahan
peledak dan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan bahan peledak
terhadap kehidupan biota laut36. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat
35Purwoko Yudianto, Kasat Polair Polres Sinjai, Wawancara, 05 Mei 2017.
36Takbir, Kanit Patroli, Wawancara, 05 Mei 2017.
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yang terjerumus menggunakan bahan peledak untuk meningkatkan hasil
tangkapannya.
Kurangnya penyuluhan dan peningkatan pengetahuan masyarakat
nelayan menyebabkan banyak di antara masyarakat nelayan tidak
mengetahui bahaya yang dapat ditimbulkan dari penggunaan bahan
peledak termasuk dampak yang lebih jauh terhadap lingkungan laut.
Apabila persoalan ini tidak ditangani secara serius maka hal ini dapat
menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar bagi generasi yang akan
datang, diantaranya matinya flora dan fauna laut bersama habitatnya.
3. Faktor Pendidikan
Faktor lain adalah pendidikan.Tingkat pendidikan seseorang dapat
mempengaruhi tindakan mereka untuk melakukan suatu tindak kejahatan.
Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, dalam bertindak
dan berperilaku cenderung berpikir dengan menggunakan kerangka pikir
yang baik dan sistematis sehingga segala perbuatannya cenderung dapat
dipertanggungjawabkan, lain halnya dengan orang yang memiliki tingkat
pendidikan yang rendah dalam melakukan tindakan terkadang berpikiran
sempit.
Menurut SATPOLAIR Polres Sinjai KOMBESPOL Purwoko
Yudianto, S.Ik, M.Hum (wawancara tanggal 05 Mei 2017), para pelaku
yang tertangkap umumnya hanya memiliki pendidikan setingkat SD atau
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pun tidak bersekolah. Sehingga disimpulkan pelaku illegal fishing
memiliki pendidikan yang tergolong rendah.
Masalah tindak pidana illegal fishing diwilayah hukum Direktorat
Polair Polda Sulselbar dalam kurun waktu 2014-2017 jika dilihat dari segi
jumlahnya masih terbilang sedikit. Meskipun demikian, tetap diperlukan
penyelesaian terhadap permasalahan ini.
Adapun upaya yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian dalam
menanggulangi serta memberantas tindak pidana illegal fishing di wilayah
hukum Direktorat polair polda sulselbar seperti yang dikemukakan oleh
SATPOLAIR Polres Sinjai KOMBESPOL Purwoko Yudianto, S.Ik,
M.Hum sebagai berikut:
1. Upaya Preventif
Upaya preventif adalah salah satu upaya pencegahan tindak pidana
illegal fishing diKota Sinjai. Tindakan preventif merupakan upaya yang
dilakukan secara sistematis dan terencana, terpadu dan terarah, yang
bertujuan untuk menjaga agar tindak pidana illegal fishing di wilayah
hukum Direktorat Polair Polda Sulselbar dapat diminimalisir. Upaya
preventifyang dilakukan antara lain:
a. Penyuluhan hukum, kegiatan ini dilakukan dengan berbagai cara dan
bentuk misalnya melalui media massa, atau secara langsung mengadakan
seminar atau pun hanya sekedar pertemuan biasa dengan masyarakat untuk
membicarakan hukum yang berlaku sehingga masyarakat tahu tentang
hukum, dan diharapkan masyarakat akan mematuhi dan melaksanakan
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hukum atau peraturan tersebut, memberi pemahaman tentang pentingnya
menjaga kelestarian laut dan ekosistem yang ada didalamnya, serta
menyampaikan bahaya illegal fishing baik bagi pelaku maupun
masyarakat, menghimbau kepada seluruh masyarakat agar segera
melaporkan kepada pihak kepolisian apabila terjadi illegal fishing.
b. Mengadakan patroli secara rutin, dan membentuk sistem keamanan yang
efektif dan terus-menerus dibawah koordinasi kepolisian.
c. Bekerjasama dengan instansi lainyang terkait serta mengikutkan
masyarakat secara langsung untuk berperan serta mendukung pengawasan
praktik illegal fishing.
2. Upaya Represif
Upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak
hukum setelah terjadi kejahatan yang meliputi tindakan penangkapan,
proses pemeriksaan pelaku untuk mengetahui sanksi yang pantas
dijeratkan kepada pelaku illegal fishing, sampai proses penjatuhan
hukuman kepada pelaku yang dilakukan oleh hakim.
Menurut Kanit Patroli AKBP Takbir (wawancara tanggal 05Mei
2017), tindakan hokum yang dilakukan oleh kepolisian dalam
menanggulangi kejahatan illegal fishing, yaitu melakukan penangkapan dan
pemeriksaan serta menegakkan hukum secara tegas dalam penerapan sanksi
terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing.
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Dalam penanganan kasus illegall fishing diperlukan peraturan
perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam menindak para pelaku
illegal fishing. Berdasar dari Konvensi  Perserikatan  Bangsa- Bangsa
tentang Hukum Laut Tahun 1982 (United Nation Conventionon The Law of
The Sea 1982), pemerintah Indonesia telah  meratifikasi dengan Undang-
Undang No.17 Tahun 1985, kemudian pemerintah Indonesia juga telah
mengeluarkan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Hal
ini bertujuan agar pelaku illegal fishing dapat ditindak sesuai aturan.
Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No.45 Tahun 2009
tentang Perikanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan internasional dalam
bidang perikanan dan mengakomodir masalah illegal fishing serta dapat
mengimbangi perkembangan kemajuan teknologi yang berkembang saat
ini. Dalam pelaksanaan penegakan hukum dilaut Undang-Undang ini
sangat penting dan strategis karena menyangkut kepastian hokum dalam
sector perikanan. Dalam hal ini menurut SATPOLAIR Polres Sinjai
KOMBESPOL Purwoko Yudianto, S.Ik, M.Hum (wawancara tanggal 05
Mei 2017) mengutamakan untuk menerapkan Undang-Undang No.45
Tahun 2009 tentang Perikanan karena berlakunyaUndang-Undang ini maka
berbagai ketentuan hukum mengenai pengawasan semakin tegas dan besar
perannya, seperti menghentikan, memeriksa, menangkap, memidanakan
pelaku illegal fishing. Diharapkan pula dengan penggunaan dan
penerapan peraturan perundang-undangan yang tepat dapat memberikan
sanksi yang tegas kepada pelaku illegall fishing serta memberikan efek jera
kepada pelaku agar tindak pidana illegal fishing dapat diberantas.
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D. Pandangan Hukum Islam Mengenai Illegal Fishing
Allah yang menundukan lautan (Untukmu) agar kamu dapat
memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan
dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera
berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya,
dan supaya kamu bersyukur.
Dia membiarkan dua laut mengalir yang keduanya kemudian
bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-
masing, maka nikmat Tuhan kamu dustakan? Dari keduanya keluar
mutiara dan marjan.
Begitu banyaknya limpahan karunia dan nikmat yang Allah
berikan kepada manusia yang salah satu diantaranya adalah sumberdaya
perikanan agar manusia itu bisa memanfaatkan dan menikmatinya. Dalam
ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan laut, seringkali Allah
mengakhirinya dengan kata syukur. Hal ini menunjukkan bahwa
kenikmatan berupa sumberdaya perikanan yang Allah berikan itu patut
kita syukuri, dengan demikia Allah memberikan tambahan kenikmatan.
Akan tetapi kadangkala manusia tidak mau bersyukur dan lupa dengan
kenikmatan tersebut sehingga azab dan bencana dari Allah-lah yang akan
diperoleh seperti dalam Firman Allah:
Dalam Qs: Ibrᾱhῑm ayat 7:
و ِۡذإ◌َ ٞﺪﯾِﺪََﺸﻟ ِﻲﺑاَﺬَﻋ ﱠِنإ ُۡﻢﺗَۡﺮﻔَﻛ ِﻦَﺌﻟَو ۖۡﻢُﻜﱠﻧَﺪﯾَِزَﻷ ُۡﻢﺗۡﺮَﻜَﺷ ﻦَِﺌﻟ ۡﻢُﻜﱡﺑَر َن ﱠَذَﺄﺗ٧
Terjemahannya:
dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan;
"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah
63
(nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku),
Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".37
Salah satu wujud rasa syukur adalah dengan memanfaatkan dan
mengelola sumberdaya perikanan dengan baik dan benar. Akan tetapi
sebagian manusia merasa sombong dengan membuat kebijakan-kebijakan
dan aturan-aturan pengelolaan sumberdaya perikanan yang bukan
bersumber dari aturan-aturan Allah, sehingga yang diperoleh bukanlah
kenikmatan dan kesejahteraan tetapi sebaliknya bencana dan kesengsaraan.
Maka dapat disimpulkan bahwa penyebab kesengsaraan ini tidak lain dan
tidak bukan adalah karena perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri.
Bisa kita lihat bahwa permasalahan-permasalahan yang muncul dibidang
perikanan ternyata salah satunya merupakan dampak dari kebijakan-
kebijakan yang dibuat oleh manusia yang bertentangan dengan aturan Allah
swt.
Allah swt.dalam Al-Qur’an banyak menyeru manusia untuk
mengamati alam semesta termasuk didalamnya laut agar manusia berfikir
sehingga mereka bisa mengambil manfaat darinya dengan menggunakan
ilmu dan teknologi sekaligus sebagai tuntunan dalam pengelolaannya agar
manusia selalu terikat dengan aturan-aturan Allah swt.
Menanggapi kebijakan-kebijakan perikanan yang kita lihat
ternyata berdampak pada timbulnya berbagai permasalahan terutama
kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat nelayan, dengan jelas Islam
memberikan solusi yang nyata apabilla dilaksanakan dengan baik dan benar
37Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan (t.t: t.p., 2012), h.
346.
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sesuai dengan aturan Allah swt.akan menghasilkan suatu kemaslahatan dan
kesejahteraan.
Dalam Qs: Al-Bᾱqarᾱḥ/ (2): 188:
 َﻻَو ِﺑ ﻢَُﻜﻨَۡﯿﺑ ﻢَُﻜﻟ َٰﻮَۡﻣأ ْآُﻮﻠُﻛَۡﺄﺗ ِﻞِﻄ َٰﺒۡﻟﭑ َﻰِﻟإ َٓﺎِﮭﺑ ْاُﻮﻟُۡﺪﺗَو ِمﺎ ﱠﻜُﺤۡﻟٱ ۡﻦ ﱢﻣ ﺎٗﻘﯾَِﺮﻓ ْاُﻮﻠُﻛَۡﺄِﺘﻟ
 ِل َٰﻮَۡﻣأ ِسﺎﱠﻨﻟٱ ِﺑ ِﻢۡﺛ ِۡﻹﭑ َنﻮَُﻤﻠَۡﻌﺗ ُۡﻢﺘَﻧأَو١٨٨
Terjemahannya:
“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang
lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat
memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan
(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.38
(Dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu), artinya
janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain (dengan jalan
yang batil), maksudnya jalan yang haram menurut syariat, misalnya
dengan mencuri, mengintimidasi dan lain-lain (Dan) janganlah (kamu
bawa) atau ajukan (ia) artinya urusan harta ini ke pengadilan dengan
menyertakan uang suap (kepada hakim-hakim, agar kamu dapat memakan)
dengan jalan tuntutan di pengadilan itu (sebagian) atau sejumlah (harta
manusia) yang bercampur (dengan dosa, padahal kamu mengetahui) bahwa
kamu berbuat kekeliruan.






Berdasarkan uraian sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan
sebagai berikut:
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Illegal fishing di Kabupaten
Sinjai adalah factor ekonomi masyarakat nelayan yang rendah, faktor
pengetahuan yang minim akan bahaya dan dampak dari illegal fishing, dan
faktor pendidikan yang rendah sehingga cenderung berpikir instan tanpa
memperhitungkan akibat illegal fishing.
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan aparat hukum setempat seperti




2) Mengadakan Patroli secara rutin;
3) Bekerjasama dengan instansi lain yang berhubungan
dengan keamanan daerah setempat.
b. Upaya Represif
3. Allah swt.dalam Al-Qur’an banyak menyeru manusia untuk mengamati
alam semesta termasuk di dalamnya laut agar manusia berfikir sehingga
mereka bisa mengambil manfaat darinya dengan menggunakan ilmu dan
teknologi sekaligus sebagai tuntunan dalam pengelolaannya agar manusia
selalu terikat dengan aturan-aturan Allah swt.Menanggapi kebijakan-
kebijakan perikanan yang kita lihat ternyata berdampak pada timbulnya
berbagai permasalahan terutama kemiskinan dan keterbelakangan
masyarakat nelayan, dengan jelas Islam memberikan solusi yang nyata
apabila dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan Allah
swt.akan menghasilkan suatu kemaslahatan dan kesejahteraan. Dalam
Islam pelanggaran tersebut dikatakan Jarῑmah Ta’zῑr. Jarῑmah Ta’zῑr
adalah hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak
Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan al-Qur’an dan Hadis. Sanksi
Ta’zῑr terbagi 3 yaitu:
a. Hukuman Mati
b. Hukuman Penjara
c. Hukuman Ganti Rugi
B. Saran
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1. Disarankan agar kiranya pemerintah dan aparat penegak hukum untuk
lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat dari
tindak pidana illegal fishing.
2. Disarankan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing
bisa memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat nelayan secara
umumnya.
3. Dalam hal pengawasan sebaiknya dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
a. Perlu dilakukan peningkatan sumber daya manusia (SDM)
b. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana penunjang operasional
c. Perlu adanya operasi pengamanan secara rutin, terpadu, terkoordinasi
dan dirahasiakan dengan terlebih dahulu dibentuk tim gabungan
instansi-instansi terkait.
4. Dalam pembuatan peraturan oleh legislative dan pihak regulator lainnya
hendaknya mempertimbangkan kinerja pelaksana peraturan di lapangan
sehingga peraturan tersebut tidak hanya bagus dalam tataran konsep
namun dapat menjadi hukum yang hidup dan berlaku dimasyarakat.
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LAMPIRAN
P U T U S A N
Nomor 55/Pid.Sus-PRK/2016/PN.Snj.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara
pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa:
1. Nama Lengkap : Fudding Bin Abd. Rahman;
2. Tempat Lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
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5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Labusai, Kelurahan Salomekko, Kecamatan
Pancetana, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi
Selatan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan Nahkoda KMN Riska 1;
Terdakwa tersebut:
 Ditangkap pada tanggal 23 Mei 2016;
 Ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan 12 Juni 2016;
2. Perpanjangan  Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan atas permintaan
Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan 22 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni
2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli
2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 11 Juli 2016
sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
 Tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- PenetapanKetua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 55/Pid.Sus-
PRK/2016/PN.Snj. tanggal 21 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus-PRK/2016/PN.Snj. tanggal 21
Juni 2016  tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
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Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum pada tanggal 12 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Fudding Bin Abd. Rahman terbukti bersalah
melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan
Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan
ikan dengan menggunakan bahan kimia, bialogis, bahan peledak, alat dan atau
cara dan atau bangunan yang dapat merigikan dan atau membahayakan
kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkunagannya, sebagaimana diatur
dalam Pasal 84 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang perubahan UU RI
No. 31 Tahun 2004 Tentang perikanan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fudding Bin Abd. Rahman, dengan
pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama
Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan
denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan
kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1 (satu) unit KMN Riska 01;
 1 (satu) examplar dokumen kapal;
masing-masing dikembalikan kepada pemiliknnya yang berhak yaitu
Fudding Bin Abd. Rahman
 1 (satu) unit kompressor;
 2 (dua) buah kacamata selam;
 1 (satu) buah regulator/dakor;
 1 (satu) pasang sepatu bebek;
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 1 (satu) rol selang;
 7 (tujuh) jeregen ukuran 2 (dua) liter diduga berisi bahan peledak amunium
nitrate;
 3 (tiga) botol bekas maskisa diduga berisi bahan peledak amunium nitrate;
 7 (tujuh) botol bekas bir diduga berisi bahan peledak amunium nitrate;
 6 (enam) botol bekas soda diduga berisi bahan peledak amunium nitrate;
 1 (satu) botol bekas karatindaeng diduga berisi bahan peledak amunium
nitrate;
 ± 2 (dua) kilogram ikan jenis campuran;
masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana,
supaya terdakwa dibebani membayar biaya  perkara sebesar   Rp.5.000,- (lima
ribu rupiah).
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan
dan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan  menyesal
atas apa yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya
dikemudian hari, disamping itu Terdakwa merupakan tulang punggung dalam
keluarganya, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;
Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut
Umum menyatakan (replik) tetap pada Tuntutan Pidananya, dan atas replik
Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan (duplik) tetap pula pada
permohonannya;
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Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan Surat DakwaanNo.Reg.Perkara : PDM-
28/snj/Euh.2/06/2016 tanggal 21 Juni 2016 sebagai berikut:
DAKWAAN :
Primair :
Bahwa ia Terdakwa FUDDING Bin ABD. RAHMAN pada hari  Senin
tanggal 23 Mei 2016 sekitar jam 11.00 wita atau setidak tidaknya pada waktu lain
yang masih termasuk dalam bulan Mei 2016, bertempat  di wilayah Perairan
perikanan Indonesia tepatnya di Perairan + 1  Mill laut sebelah Timur Pulau
Lampe Kabupaten Sinjai  Prop. SulSel,  yang dengan sengaja di wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau
pembudiayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, biologis, bahan peledak,
alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau
membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya, perbuatan
maka dilakukan terdakwa dengan cara sbb :
 Bahwa pada saat saksi Lk. MUH. AKHWAN  bersama dengan saksi Lk.
AYUB MARTHEN bersama dengan Anggota Team Patroli  yang dipimpin
oleh BRIGADIR MUH. ASPAR melakukan pemeriksaan terhadap Kapal
KMN. RISKA 01 yang dipergunakan oleh terdakwa  untuk melaut dan pada
saat itu terdakwa FUDDING Bin. ABD. RAHMAN selaku Juragan  bersama 2
(dua) orang  ABKnya yaitu lelaki RISAL Bin. FUDDING dan lelaki RAFI Bin
FUDDING sedang berada diatas kapal, dan saat itu terdakwa sedang
mencampur es balok ke dalam peti ikan yang sudah terisi ikan jenis sinrilik.
 Pada saat pemeriksaan diatas Kapal KMN. RISKA 01, saksi Lk. MUH.
AKHWAN  bersama dengan saksi Lk. AYUB MARTHEN bersama dengan
Anggota Team Patroli menemukan bahan / barang berupa rangkaian bahan
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peledak ikan yang sudah dipergunakan oleh terdakwa FUDDING Bin. ABD.
RAHMAN untuk menangkap ikan jenis campuran yaitu :
- 1 (satu) Exampler dokumen kapal.
- 1 (satu) Unit Kompresor.
- 2 (dua) buah kacamata selam.
- 1 (satu) buah Regulator/dakor.
- 1 (satu) Pasang Sepatu Bebek.
- 1 (satu) Rol selang.
- 7 (tujuh) jeregen ukuran 2 (dua) liter diduga berisi bahan peledak Amunium
Nitrate.
- 3 (tiga) buah botol bekas markisa diduga berisi bahan peledak  Amunium
Nitrate.
- 7 (tujuh) botol bekas bir diduga berisi bahan peledak Amunium Nitrate.
- 6 (enam) botol bekas soda diduga berisi bahan peledak Amunium Nitrate.
- 1 (satu) botol bekas kratingdaeng diduga berisi bahan peledak Amunium
Nitrate.
- +2 (dua) Kg ikan jenis campuran.
- uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan
ikan.
 Bahwa setelah terdakwa diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa terdakwa
memperoleh pupuk ammonium nitrate di pulau kanalo Kab sinjai sekitar 10
(sepuluh) hari yang lalu dari lelaki yang tersangka tidak kenal dan terdakwa
membeli pupuk ammonium nitrate dengan merek Mitsubishi sebanyak 1 (satu)
karung seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan detonator sebanyak 5
(lima) batang dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perbatang
yang kemudian terdakwa rakit kembali.untuk membuat bom ikan yang
dipergunakan menangkap ikan.
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 Terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa menggunakan bahan peledak / bom
ikan untuk menangkap ikan sudah + 6 (enam) bulan yang lalu dimana terdakwa
yang merakit sendiri pada saat berada ditengah laut di atas Kapal KMN.
RISKA 01 karena terdakwa mengetahui cara merakit bahan peledak dari
pengalaman terdakwa sendiri dan terdakwa menjelaskan cara merakit Bahan
Peledak ikan tersebut sehingga menjadi Bahan Peledak ikan yang siap
dipergunakan yaitu Pertama-tama pupuk ammonium nitrate terdakwa campur
dengan minyak tanah yang kemudian dijemur hingga kering kemudian di
masukkan kedalam botol atau jeregen setelah itu di tutup menggunakan karet
dari sendal kemudian di ikat dengan batu sebagai pemberat setelah itu
disambungkan dengan detonator yang sudah terangkai dengan sumbu api
rakitan  yang saya rakit sendiri. Dan cara menggunakan bahan peledak yang
sudah dibuat oleh terdakwa tersebut dengan cara terdakwa mencari tempat
yang diperkirakan banyak ikan setelah itu barulah bom tersebut di bakar pada
sumbu apinya yang kemudian di lempar ke tempat berkumpulnya ikan, setelah
meledak barulah di selami  untuk menangkap ikan-ikan yang telah terkena
dampak dari bom tersebut.
 Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, polisi hanya
menemukan bahan peledak berupa pupuk ammonium nitrate yang sudah dirakit
akan tetapi detonator dan sumbu api rakitan lainnya sudah terdakwa  buang
kelaut sebelum polisi merapat ke kapal KMN. RISKA 01 untuk melakukan
pemeriksaan.
 Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI cabang
Makassar Nomor Lab:2067/BHF/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 yang dibuat dan
ditandatangani oleh  AKBP Drs.SULAEMAN MAPPASESSU selaku Wakil
Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan KOMPOL SUPRIEDI
HASUGIAN, ST, IPTU SURYA PRANOWO, S.Si selaku Pemeriksa, yang
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menerangkan  bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca warna hijau
berisi butiran hitam dengan berat ± 500 gram POSITIF ANFO.
 Senyawa Kimia Ammonium Nitrate (NH4NO3) apabila dicampur dengan
senyawa hidrokarbon seperti bensin, solar dan minyak tanah akan menjadi
bahan peledak yang disebut dengan Ammonium Nitrate Fuel Oil (ANFO).
 Barang bukti ANFO tersebut apabila dirangkai dengan sumbu api dan
detonator merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap
ikan dilaut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut.
 Akibat perbuatan terdakwa yang menggunakan penggunaan bahan peledak
untuk menangkap ikan dapat merusak ekosistim terumbu karang dan sumber
daya ikan serta lingkungannya yang berdampak pada menurunnya produktifitas
perikanan.yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan pesisir dan
mempengaruhi kemampuan terumbu karang meminimalisir energi gelombang
dan arus yang menerpa pantai.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal
84 Ayat  (1) Undang Undang Nomor : 31 tahun 2004 sebagaimana diubah
dan ditambah dengan Undang Undang Nomor : 45 tahun 2009 tentang
perikanan;
Subsidair :
Bahwa ia  Terdakwa FUDDING Bin ABD. RAHMAN pada hari  Senin
tanggal 23 Mei 2016 sekitar jam 11.00 wita atau setidak tidaknya pada waktu lain
yang masih termasuk dalam bulan Mei 2016, bertempat  di wilayah Perairan
perikanan Indonesia tepatnya di Perairan + 1  Mill laut sebelah Timur Pulau
Lampe  Kabupaten Sinjai  Prop. SulSel,  yang sengaja memiliki, menguasai,
membawa dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu
penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya
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ikan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik
Indonesia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
 Bahwa pada saat saksi Lk. MUH. AKHWAN  bersama dengan saksi Lk.
AYUB MARTHEN bersama dengan Anggota Team Patroli  yang dipimpin
oleh BRIGADIR MUH. ASPAR melakukan pemeriksaan terhadap Kapal
KMN. RISKA 01 yang dipergunakan oleh terdakwa  untuk melaut dan pada
saat itu terdakwa FUDDING Bin. ABD. RAHMAN selaku Juragan  bersama 2
(dua) orang  ABKnya yaitu lelaki RISAL Bin. FUDDING dan lelaki RAFI Bin
FUDDING sedang berada diatas kapal, dan saat itu terdakwa sedang
mencampur es balok ke dalam peti ikan yang sudah terisi ikan jenis sinrilik.
 Pada saat pemeriksaan diatas Kapal KMN. RISKA 01, saksi Lk. MUH.
AKHWAN  bersama dengan saksi Lk. AYUB MARTHEN bersama dengan
Anggota Team Patroli menemukan bahan / barang berupa rangkaian bahan
peledak ikan yang sudah dipergunakan oleh terdakwa FUDDING Bin. ABD.
RAHMAN untuk menangkap ikan jenis campuran yaitu :
- 1 (satu) Exampler dokumen kapal.
- 1 (satu) Unit Kompresor.
- 2 (dua) buah kacamata selam.
- 1 (satu) buah Regulator/dakor.
- 1 (satu) Pasang Sepatu Bebek.
- 1 (satu) Rol selang.
- 7 (tujuh) jeregen ukuran 2 (dua) liter diduga berisi bahan peledak Amunium
Nitrate.
- 3 (tiga) buah botol bekas markisa diduga berisi bahan peledak  Amunium
Nitrate.
- 7 (tujuh) botol bekas bir diduga berisi bahan peledak Amunium Nitrate.
- 6 (enam) botol bekas soda diduga berisi bahan peledak Amunium Nitrate.
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- 1 (satu) botol bekas kratingdaeng diduga berisi bahan peledak Amunium
Nitrate.
- +2 (dua) Kg ikan jenis campuran.
- uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan
ikan.
 Bahwa setelah terdakwa diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa terdakwa
memperoleh pupuk ammonium nitrate di pulau kanalo Kab sinjai sekitar 10
(sepuluh) hari yang lalu dari lelaki yang tersangka tidak kenal dan terdakwa
membeli pupuk ammonium nitrate dengan merek Mitsubishi sebanyak 1 (satu)
karung seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan detonator sebanyak 5
(lima) batang dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perbatang
yang kemudian terdakwa rakit kembali.untuk membuat bom ikan yang
dipergunakan menangkap ikan.
 Terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa menggunakan bahan peledak / bom
ikan untuk menangkap ikan sudah + 6 (enam) bulan yang lalu dimana terdakwa
yang merakit sendiri pada saat berada ditengah laut di atas Kapal KMN.
RISKA 01 karena terdakwa mengetahui cara merakit bahan peledak dari
pengalaman terdakwa sendiri dan terdakwa menjelaskan cara merakit Bahan
Peledak ikan tersebut sehingga menjadi Bahan Peledak ikan yang siap
dipergunakan yaitu Pertama-tama pupuk ammonium nitrate terdakwa campur
dengan minyak tanah yang kemudian dijemur hingga kering kemudian di
masukkan kedalam botol atau jeregen setelah itu di tutup menggunakan karet
dari sendal kemudian di ikat dengan batu sebagai pemberat setelah itu
disambungkan dengan detonator yang sudah terangkai dengan sumbu api
rakitan  yang saya rakit sendiri. Dan cara menggunakan bahan peledak yang
sudah dibuat oleh terdakwa tersebut dengan cara terdakwa mencari tempat
yang diperkirakan banyak ikan setelah itu barulah bom tersebut di bakar pada
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sumbu apinya yang kemudian di lempar ke tempat berkumpulnya ikan, setelah
meledak barulah di selami  untuk menangkap ikan-ikan yang telah terkena
dampak dari bom tersebut.
 Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, polisi hanya
menemukan bahan peledak berupa pupuk ammonium nitrate yang sudah dirakit
akan tetapi detonator dan sumbu api rakitan lainnya sudah terdakwa  buang
kelaut sebelum polisi merapat ke kapal KMN. RISKA 01 untuk melakukan
pemeriksaan.
 Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI cabang
Makassar Nomor Lab:2067/BHF/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 yang dibuat dan
ditandatangani oleh  AKBP Drs.SULAEMAN MAPPASESSU selaku Wakil
Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan KOMPOL SUPRIEDI
HASUGIAN, ST, IPTU SURYA PRANOWO, S.Si selaku Pemeriksa, yang
menerangkan  bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca warna hijau
berisi butiran hitam dengan berat ± 500 gram POSITIF ANFO.
 Senyawa Kimia Ammonium Nitrate (NH4NO3) apabila dicampur dengan
senyawa hidrokarbon seperti bensin, solar dan minyak tanah akan menjadi
bahan peledak yang disebut dengan Ammonium Nitrate Fuel Oil (ANFO).
 Barang bukti ANFO tersebut apabila dirangkai dengan sumbu api dan
detonator merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap
ikan dilaut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut.
 Akibat perbuatan terdakwa yang menggunakan penggunaan bahan peledak
untuk menangkap ikan dapat merusak ekosistim terumbu karang dan sumber
daya ikan serta lingkungannya yang berdampak pada menurunnya produktifitas
perikanan.yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan pesisir dan
mempengaruhi kemampuan terumbu karang meminimalisir energi gelombang
dan arus yang menerpa pantai.
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Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
pasal 85  Undang Undang Nomor : 31 tahun 2004 sebagaimana
diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor : 45 tahun 2009
tentang perikanan.
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa menyatakan ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut
dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. Risal Bin Fudding, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:
 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan
dengan perbuatan Terdakwa yang telah menangkap ikan dengan
menggunakan bahan peledak;
 Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh Polisi yang sedang patroli pada
hari Senin, tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul11.00 Wita, bertempat di atas
kapal KMN Riska 01 yang saat itu berada di perairan ± 1 (satu) mil laut
sebelah timur Pulau Batang Lampe, Kabupaten Sinjai, Propinsi Sulawesi
Selatan;
 Bahwa Saksi melihat langsung ketika Polisi melakukan pemeriksaan
terhadap kapal KMN Riska 01 milik Terdakwa yang merupakan ayah
kandung Saksi, karena saat itu Saksi juga berada di atas kapal tersebut
bersama adik saya yakni Saksi Rafi;
 Bahwa saat itu kapal KMN Riska 01 sudah dalam perjalanan pulang setelah
menangkap ikan, namun kemudian Polisi yang sedang patroli mendekati
kapal dan melakukan pemeriksaan;
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 Bahwa Polisi kemudian menemukan antara lain:
o 1 (satu) examplar dokumen kapal;
o 1 (satu) unit kompressor;
o 2 (dua) buah kacamata selam;
o 1 (satu) buah regulator/dakor;
o 1 (satu) pasang sepatu bebek;
o 1 (satu) rol selang;
o 7 (tujuh) jeregen ukuran 2 (dua) liter diduga berisi bahan peledak
Ammonium Nitrat;
o 3 (tiga) botol bekas maskisa diduga berisi bahan peledak Ammonium
Nitrat;
o 7 (tujuh) botol bekas bir diduga berisi bahan peledak Ammonium Nitrat;
o 6 (enam) botol bekas soda diduga berisi bahan peledak Ammonium
Nitrat;
o 1 (satu) botol bekas karatindaeng diduga berisi bahan peledak
Ammonium Nitrat;
o ± 2 (dua) kilogram ikan jenis campuran;
o uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 Bahwa seluruh barang yang ditemukan tersebut termasuk kapal KMN Riska
01 adalah milik Terdakwa;
 Bahwa Saksi dan adik Saksi yang Saksi Rafi hanya membantu Terdakwa
dimana Saksi bertugas untuk mengontrol selang, sedangkan adik Saksi
bertugas menyalakan mesin kapal dan menjaga jangkar;
 Bahwa Terdakwa sendiri yang membuat bahan peledak untuk menangkap
ikan tersebut, dan Terdakwa sendiri yang melemparkan bom tersebut ke
dalam air kemudian menyelam untuk mengumpulkan ikan yang ada;
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 Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh bahan
peledak tersebut;
 Bahwa hasil tangkapan ikan tersebut kemudian dibawa ke tempat palelangan
ikan di Sinjai untuk dijual;
 Bahwa hasil tangkapan ikan bervariasi, terkadang banyak dan kadang juga
hanya sedikit;
 Bahwa Terdakwa sudah lama menjadi nelayan, namun baru sekitar 1 (satu)
bulan terakhir, Saksi ikut melaut membantu Terdakwa;
 Bahwa Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) buah kapal yakni KMN Riska 01
tersebut;
 Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa
keterangan  Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.
2. Rafi Bin Fudding, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:
 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan
dengan perbuatan Terdakwa yang telah menangkap ikan dengan
menggunakan bahan peledak;
 Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh Polisi yang sedang patroli pada
hari Senin, tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul11.00 Wita, bertempat di atas
kapal KMN Riska 01 yang saat itu berada di perairan ± 1 (satu) mil laut
sebelah timur Pulau Batang Lampe, Kabupaten Sinjai, Propinsi Sulawesi
Selatan;
 Bahwa Saksi melihat langsung ketika Polisi melakukan pemeriksaan
terhadap kapal KMN Riska 01 milik Terdakwa yang merupakan ayah
kandung Saksi, karena saat itu Saksi juga berada di atas kapal tersebut
bersama kakak saya yakni Saksi Risal;
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 Bahwa saat itu kapal KMN Riska 01 sudah dalam perjalanan pulang setelah
menangkap ikan, namun kemudian Polisi yang sedang patroli mendekati
kapal dan melakukan pemeriksaan;
 Bahwa Polisi kemudian menemukan antara lain:
o 1 (satu) examplar dokumen kapal;
o 1 (satu) unit kompressor;
o 2 (dua) buah kacamata selam;
o 1 (satu) buah regulator/dakor;
o 1 (satu) pasang sepatu bebek;
o 1 (satu) rol selang;
o 7 (tujuh) jeregen ukuran 2 (dua) liter diduga berisi bahan peledak
Ammonium Nitrat;
o 3 (tiga) botol bekas maskisa diduga berisi bahan peledak Ammonium
Nitrat;
o 7 (tujuh) botol bekas bir diduga berisi bahan peledak Ammonium Nitrat;
o 6 (enam) botol bekas soda diduga berisi bahan peledak Ammonium
Nitrat;
o 1 (satu) botol bekas karatindaeng diduga berisi bahan peledak
Ammonium Nitrat;
o ± 2 (dua) kilogram ikan jenis campuran;
o uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 Bahwa seluruh barang yang ditemukan tersebut termasuk kapal KMN Riska
01 adalah milik Terdakwa;
 Bahwa Saksi dan kakak Saksi yang Saksi Risal hanya membantu Terdakwa
dimana Saksi bertugas untuk menyalakan mesin kapal dan menjaga jangkar,
sedangkan kakak Saksi bertugas mengontrol selang;
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 Bahwa Terdakwa sendiri yang membuat bahan peledak untuk menangkap
ikan tersebut, dan Terdakwa sendiri yang melemparkan bom tersebut ke
dalam air kemudian menyelam untuk mengumpulkan ikan yang ada;
 Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh bahan
peledak tersebut;
 Bahwa hasil tangkapan ikan tersebut kemudian dibawa ke tempat palelangan
ikan di Sinjai untuk dijual;
 Bahwa hasil tangkapan ikan bervariasi, terkadang banyak dan kadang juga
hanya sedikit;
 Bahwa Terdakwa sudah lama menjadi nelayan, namun baru sekitar 1 (satu)
bulan terakhir, Saksi ikut melaut membantu Terdakwa;
 Bahwa Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) buah kapal yakni KMN Riska 01
tersebut;
 Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa
keterangan  Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;
3. Muh. Akhwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:
 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan
dengan perbuatan Terdakwa yang telah menangkap ikan dengan
menggunakan bahan peledak;
 Bahwa Saksi dan rekan Saksi yakni Saksi Ayub Marthen yang merupakan
anggota Polri kemudian menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 23
Mei 2016 sekitar pukul11.00 Wita, bertempat di atas kapal KMN Riska 01
yang saat itu berada di perairan ± 1 (satu) mil laut sebelah timur Pulau
Batang Lampe, Kabupaten Sinjai, Propinsi Sulawesi Selatan;
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 Bahwa saat itu Saksi dan Saksi Ayub Marthen sedang melakukan patroli di
wilayah perairan Kabupaten Sinjai, kemudian melihat ada sebuah kapal
yang mencurigakan sehingga Saksi dan Saksi Ayub Marthen mendekati
kapal tersebut yang kemudian diketahui bernama KMN Riska 01;
 Bahwa Saksi dan Saksi Ayub Marthen kemudian melakukan pemeriksaan di
kapal tersebut, dan dari hasil pemeriksaan ditemukan antara lain:
o 1 (satu) examplar dokumen kapal;
o 1 (satu) unit kompressor;
o 2 (dua) buah kacamata selam;
o 1 (satu) buah regulator/dakor;
o 1 (satu) pasang sepatu bebek;
o 1 (satu) rol selang;
o 7 (tujuh) jeregen ukuran 2 (dua) liter diduga berisi bahan peledak
Ammonium Nitrat;
o 3 (tiga) botol bekas maskisa diduga berisi bahan peledak Ammonium
Nitrat;
o 7 (tujuh) botol bekas bir diduga berisi bahan peledak Ammonium Nitrat;
o 6 (enam) botol bekas soda diduga berisi bahan peledak Ammonium
Nitrat;
o 1 (satu) botol bekas karatindaeng diduga berisi bahan peledak
Ammonium Nitrat;
o ± 2 (dua) kilogram ikan jenis campuran;
o uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 Bahwa dari dokumen kapal tersebut diketahui Terdakwa adalah pemilik dari
KMN Riska 01 tersebut, dan Terdakwa kemudian mengakui bahwa seluruh
barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga Terdakwa
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berserta seluruh barang bukti yang ditemukan kemudian diamankan ke
kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 Bahwa Terdakwa mengaku sudah melakukan pengeboman ikan dan
mendapat hasil tangkapan berupa ikan jenis campuran sebanyak ± 2 (dua)
kilogram;
 Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa
keterangan  Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;
4. Ayub Marthen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:
 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan
dengan perbuatan Terdakwa yang telah menangkap ikan dengan
menggunakan bahan peledak;
 Bahwa Saksi dan rekan Saksi yakni Saksi Muh. Akhwan yang merupakan
anggota Polri kemudian menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 23
Mei 2016 sekitar pukul11.00 Wita, bertempat di atas kapal KMN Riska 01
yang saat itu berada di perairan ± 1 (satu) mil laut sebelah timur Pulau
Batang Lampe, Kabupaten Sinjai, Propinsi Sulawesi Selatan;
 Bahwa saat itu Saksi dan Saksi Muh. Akhwansedang melakukan patroli di
wilayah perairan Kabupaten Sinjai, kemudian melihat ada sebuah kapal
yang mencurigakan sehingga Saksi dan Saksi Muh. Akhwanmendekati
kapal tersebut yang kemudian diketahui bernama KMN Riska 01;
 Bahwa Saksi dan Saksi Muh. Akhwankemudian melakukan pemeriksaan di
kapal tersebut, dan dari hasil pemeriksaan ditemukan antara lain:
o 1 (satu) examplar dokumen kapal;
o 1 (satu) unit kompressor;
o 2 (dua) buah kacamata selam;
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o 1 (satu) buah regulator/dakor;
o 1 (satu) pasang sepatu bebek;
o 1 (satu) rol selang;
o 7 (tujuh) jeregen ukuran 2 (dua) liter diduga berisi bahan peledak
Ammonium Nitrat;
o 3 (tiga) botol bekas maskisa diduga berisi bahan peledak Ammonium
Nitrat;
o 7 (tujuh) botol bekas bir diduga berisi bahan peledak Ammonium Nitrat;
o 6 (enam) botol bekas soda diduga berisi bahan peledak Ammonium
Nitrat;
o 1 (satu) botol bekas karatindaeng diduga berisi bahan peledak
Ammonium Nitrat;
o ± 2 (dua) kilogram ikan jenis campuran;
o uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 Bahwa dari dokumen kapal tersebut diketahui Terdakwa adalah pemilik dari
KMN Riska 01 tersebut, dan Terdakwa kemudian mengakui bahwa seluruh
barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga Terdakwa
berserta seluruh barang bukti yang ditemukan kemudian diamankan ke
kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 Bahwa Terdakwa mengaku sudah melakukan pengeboman ikan dan
mendapat hasil tangkapan berupa ikan jenis campuran sebanyak ± 2 (dua)
kilogram;
 Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa
keterangan  Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
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 Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan
perbuatan Terdakwa yang telah menangkap ikan dengan menggunakan bahan
peledak;
 Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh Polisi yang sedang patroli pada hari
Senin, tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul11.00 Wita, bertempat di atas kapal
KMN Riska 01 yang saat itu berada di perairan ± 1 (satu) mil laut sebelah
timur Pulau Batang Lampe, Kabupaten Sinjai, Propinsi Sulawesi Selatan;
 Bahwa saat itu Terdakwa dan kedua anak Terdakwa yakni Saksi Risal dan
Saksi Rafi yang sekaligus menjadi ABK KMN Riska 01 milik Terdakwa sudah
dalam perjalanan pulang setelah menangkap ikan di wilayah laut Kabupaten
Sinjai, namun kemudian dihentikan dan diperiksa oleh Polisi;
 Bahwa Polisi kemudian menemukan antara lain:
o 1 (satu) examplar dokumen kapal;
o 1 (satu) unit kompressor;
o 2 (dua) buah kacamata selam;
o 1 (satu) buah regulator/dakor;
o 1 (satu) pasang sepatu bebek;
o 1 (satu) rol selang;
o 7 (tujuh) jeregen ukuran 2 (dua) liter diduga berisi bahan peledak
Ammonium Nitrat;
o 3 (tiga) botol bekas maskisa diduga berisi bahan peledak Ammonium Nitrat;
o 7 (tujuh) botol bekas bir diduga berisi bahan peledak Ammonium Nitrat;
o 6 (enam) botol bekas soda diduga berisi bahan peledak Ammonium Nitrat;
o 1 (satu) botol bekas karatindaeng diduga berisi bahan peledak Ammonium
Nitrat;
o ± 2 (dua) kilogram ikan jenis campuran;
o uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
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 Bahwa seluruh barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
 Bahwa bahan peledak berupa pupuk Ammonium Nitrat tersebut Terdakwa
peroleh dari seseorang di Pulau Kanalo, Kabupaten Sinjai sekitar 10 (sepuluh)
hari sebelum ditangkap sebanyak 1 (satu) karung seharga Rp2.000.000,00 (dua
juta rupiah) dan detonator sebanyak 5 (lima) batang seharga Rp40.000,00
(empat puluh ribu rupiah) per batang, yang kemudian Terdakwa rakit sendiri;
 Bahwa cara merakit bom ikan tersebut adalah pertama-tama pupuk Ammonium
Nitrat dicampur dengan minyak tanah kemudian dijemur hingga kering lalu
dimasukkan ke dalam botol atau jerigen, setelah itu ditutup dengan
menggunakan karet dari sandal selanjutnya diikat dengan batu sebagai
pemberat, setelah itu disambungkan dengan detonator yang sudah terangkai
dengan sumbu api rakitan;
 Bahwa Terdakwa menangkap ikan dengan cara mencari lokasi yang banyak
ikannya terlebih dahulu, kemudian Terdakwa membakar sumbu api bom ikan
rakitan tersebut kemudian dilemparkan ke tempat berkumpulnya ikan, setelah
meledak, Terdakwa kemudian menyelam untuk mengumpulkan ikan-ikan yang
sudah mati terkena dampak dari bom tersebut;
 Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun menjadi nelayan
karena orang tua Terdakwa dahulu juga adalah seorang nelayan, namun baru
sekitar 6 (enam) bulan terakhir Terdakwa menangkap ikan dengan
menggunakan bahan peledak tersebut;
 Bahwa Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) buah kapal yakni KMN Riska 01
tersebut;
 Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah  serta berjanji tidak
akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;
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Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan
Saksi yang meringankan (saksi a de charge) untuk kepentingan pembelaannya
walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;
Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa :
 1 (satu) unit KMN Riska 01;
 1 (satu) examplar dokumen kapal;
 1 (satu) unit kompressor;
 2 (dua) buah kacamata selam;
 1 (satu) buah regulator/dakor;
 1 (satu) pasang sepatu bebek;
 1 (satu) rol selang;
 7 (tujuh) jeregen ukuran 2 (dua) liter diduga berisi bahan peledak Ammonium
Nitrat;
 3 (tiga) botol bekas maskisa diduga berisi bahan peledak Ammonium Nitrat;
 7 (tujuh) botol bekas bir diduga berisi bahan peledak Ammonium Nitrat;
 6 (enam) botol bekas soda diduga berisi bahan peledak Ammonium Nitrat;
 1 (satu) botol bekas karatindaeng diduga berisi bahan peledak Ammonium
Nitrat;
 ± 2 (dua) kilogram ikan jenis campuran;
 uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum serta
dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat
dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;
Menimbang, bahwa telah pula diajukan alat bukti surat berupa :
 Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :
2067/BHF/V/2016 tertanggal 27 Mei 2016, yang ditanda tangani Supriedi
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Hasugian, ST. dan Surya Pranowo, S.Si. masing-masing selaku Pemeriksa
Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;
 Pas Kecil Kapal Motor Nelayan atas nama pemilik Fudding yang diterbitkan
oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai pada tanggal 8 Desember
2015;
sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;
Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat
dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah
termuat dalam putusan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan pada saat menguraikan
unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;
Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan
suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh
unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan
mempertimbangkan terlebih dahulu dalam dakwaan Primair, apabila Dakwaan
Primair ini terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan
Dakwaan Subsidair dan sebaliknya, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka
selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair;
Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, Terdakwa telah didakwa
melanggar Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan jo. Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas





3. Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan
penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan
menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat
dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau
membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau
lingkungannya;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan
mempertimbangkannya sebagai berikut :
1. Setiap Orang;
Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 Perikanan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang
perseorangan atau korporasi yakni kumpulan orang dan/ataukekayaan yang
terorganisasi baik merupakanbadan hukum maupun bukan badan hukum
sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat
dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa Fudding
Bin Abd. Rahman dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, sesuai
sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani
dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat
perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti
persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat
dimintakan pertanggung jawaban atas Surat Dakwaan Penuntut Umum
tersebut;
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Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku
perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah
pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri
melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur “setiap
orang” tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam
perbuatan Terdakwa;
2. Dengan sengaja;
Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah
bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut
Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang
ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik
sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara
kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari
perbuatannya;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti
yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum antara lain:
 Bahwa Terdakwa memperoleh bahan peledak berupa pupuk
Ammonium Nitrat dari seseorang di Pulau Kanalo, Kabupaten Sinjai
sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum ditangkap sebanyak 1 (satu)
karung seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan detonator
sebanyak 5 (lima) batang seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu
rupiah) per batang, yang kemudian Terdakwa rakit sendiri dengan
cara: pertama-tama pupuk Ammonium Nitrat dicampur dengan
minyak tanah kemudian dijemur hingga kering lalu dimasukkan ke
dalam botol atau jerigen, setelah itu ditutup dengan menggunakan
karet dari sandal selanjutnya diikat dengan batu sebagai pemberat,
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setelah itu disambungkan dengan detonator yang sudah terangkai
dengan sumbu api rakitan;
 Bahwa Terdakwa menangkap ikan dengan cara mencari lokasi yang
banyak ikannya terlebih dahulu, kemudian Terdakwa membakar
sumbu api bom ikan rakitan tersebut kemudian dilemparkan ke
tempat berkumpulnya ikan, setelah meledak, Terdakwa kemudian
menyelam untuk mengumpulkan ikan-ikan yang sudah mati terkena
dampak dari bom tersebut;
 Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun menjadi
nelayan karena orang tua Terdakwa dahulu juga adalah seorang
nelayan, namun baru sekitar 6 (enam) bulan terakhir Terdakwa
menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut;
Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli
bahan peledak berupa pupuk Ammonium Nitrat kemudian merakitnya
menjadi bom dan menggunakannya untuk menangkap ikan tentu saja
dilakukan dalam keadaan sadar dan sudah sepatutnya Terdakwa sadar
secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi
hukum dari perbuatannya tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim
unsur ”dengan sengaja” ini telah terpenuhi dalam perbuatan
Terdakwa;
3. Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan
penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan
menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat
dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau
membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau
lingkungannya;
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Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang
bersifat alternatif dengan menggunakan tanda baca koma dan kata
penghubung “atau”, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi
maka unsur ini dianggap terpenuhi;
Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 dan 6 Undang-
Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 Perikananyang dimaksud dengan
“penangkapan ikan” adalah kegiatan untuk memperolehikan di perairan
yang tidak dalam keadaandibudidayakan dengan alat atau cara apa
pun,termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untukmemuat,
mengangkut, menyimpan, mendinginkan,menangani, mengolah,
dan/atau mengawetkannya. “Pembudidayaan ikan” adalah kegiatan
untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkanikan serta
memanen hasilnya dalam lingkungan yangterkontrol, termasuk kegiatan
yang menggunakankapal untuk memuat, mengangkut,
menyimpan,mendinginkan, menangani, mengolah,
dan/ataumengawetkannya;
Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanandiuraikan bahwa penggunaan
bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara,
dan/atau bangunan yangdapat merugikan dan/atau membahayakan
kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya tidak sajamematikan
ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan
manusia dan merugikanmelayan serta pembudi daya ikan. Apabila
terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat dimaksud,
pengembalian ke dalam keadaan semula akan membutuhkan waktu
yang lama, bahkanmungkin mengakibatkan kepunahan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti
yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul11.00 Wita,
bertempat di atas kapal KMN Riska 01 yang saat itu berada di perairan ± 1
(satu) mil laut sebelah timur Pulau Batang Lampe, Kabupaten Sinjai,
Propinsi Sulawesi Selatan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas
Kepolisian karena telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan
bahan peledak;
 Bahwa saat itu Terdakwa dan kedua anak Terdakwa yakni Saksi Risal dan
Saksi Rafi yang sekaligus menjadi ABK KMN Riska 01 milik Terdakwa
sudah dalam perjalanan pulang setelah menangkap ikan di wilayah laut
Kabupaten Sinjai, namun kemudian dihentikan dan diperiksa oleh Polisi;
 Bahwa dari hasil pemeriksaan di kapal milik Terdakwa, ditemukan antara
lain:
o 1 (satu) examplar dokumen kapal;
o 1 (satu) unit kompressor;
o 2 (dua) buah kacamata selam;
o 1 (satu) buah regulator/dakor;
o 1 (satu) pasang sepatu bebek;
o 1 (satu) rol selang;
o 7 (tujuh) jeregen ukuran 2 (dua) liter berisi bahan peledak Ammonium
Nitrat;
o 3 (tiga) botol bekas maskisa berisi bahan peledak Ammonium Nitrat;
o 7 (tujuh) botol bekas bir berisi bahan peledak Ammonium Nitrat;
o 6 (enam) botol bekas soda berisi bahan peledak Ammonium Nitrat;
o 1 (satu) botol bekas karatindaeng berisi bahan peledak Ammonium
Nitrat;
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o ± 2 (dua) kilogram ikan jenis campuran;
o uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
yang seluruhnya diakui Terdakwa sebagai miliknya;
 Bahwa Terdakwa memperoleh bahan peledak berupa pupuk
Ammonium Nitrat dari seseorang di Pulau Kanalo, Kabupaten Sinjai
sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum ditangkap sebanyak 1 (satu)
karung seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan detonator
sebanyak 5 (lima) batang seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu
rupiah) per batang, yang kemudian Terdakwa rakit sendiri dengan
cara: pertama-tama pupuk Ammonium Nitrat dicampur dengan
minyak tanah kemudian dijemur hingga kering lalu dimasukkan ke
dalam botol atau jerigen, setelah itu ditutup dengan menggunakan
karet dari sandal selanjutnya diikat dengan batu sebagai pemberat,
setelah itu disambungkan dengan detonator yang sudah terangkai
dengan sumbu api rakitan;
 Bahwa Terdakwa menangkap ikan dengan cara mencari lokasi yang banyak
ikannya terlebih dahulu, kemudian Terdakwa membakar sumbu api bom
ikan rakitan tersebut kemudian dilemparkan ke tempat berkumpulnya ikan,
setelah meledak, Terdakwa kemudian menyelam untuk mengumpulkan
ikan-ikan yang sudah mati terkena dampak dari bom tersebut;
 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.
Lab. : 2067/BHF/V/2016 tertanggal 27 Mei 2016 diketahui bahwa sampel
barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca warna hijau berisi butiran hitam
adalah positif mengandung senyawa kimia Ammonium Nitrat Fuel Oli
(ANFO) dengan hidrokarbon jenis bensin. Barang bukti ANFO tersebut
apabila dirangkai dengan sumbu api dan detonator merupakan rangkaian
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bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat
mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut;
 Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun menjadi nelayan
karena orang tua Terdakwa dahulu juga adalah seorang nelayan, namun baru
sekitar 6 (enam) bulan terakhir Terdakwa menangkap ikan dengan
menggunakan bahan peledak tersebut;
 Bahwa berdasarkan Pas Kecil Kapal Motor Nelayan yang diterbitkan oleh
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai pada tanggal 8 Desember 2015
diketahui bahwa Kapal Motor Nelayan (KMN) Riska 01 adalah milik
Terdakwa;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di
atas, perbuatan Terdakwa yang telah menangkap ikan di wilayah perairan
Kabupaten Sinjai dengan menggunakan senyawa kimia Ammonium
Nitrat Fuel Oli (ANFO) dan telah dirakit dengan sumbu api dan
detonator menjadi sebuah bom atau bahan peledak menurut Majelis
Hakim telah memenuhi unsur ”Di wilayah pengelolaan perikanan
Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan
menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau
membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau
lingkungannya”;
Menimbang, bahwa oleh karena unsur mengenai perbuatan telah
terpenuhi dan benar Terdakwa-lah pelakunya, maka unsur “setiap orang” telah
pula terpenuhi;
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (1)
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang
RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah
100
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, dan Majelis Hakim tidak
akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;
Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan
dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat
melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat
bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan
kepadanya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab,
maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan
terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan
yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan
Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu
sebagai berikut :
Keadaan yang memberatkan :
 Perbuatan Terdakwa merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya
ikan dan lingkungannya;
Keadaan yang meringankan :
 Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan
mengulangi lagi perbuatannya;
 Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
 Terdakwa belum pernah dipidana;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 84
ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-
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Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku
diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain
dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila
pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang
lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;
Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan
penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam  Pasal 22 ayat
(4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan
penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan
terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
Terdakwatetap berada dalam tahanan;
Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
 1 (satu) unit KMN Riska 01;
 1 (satu) examplar dokumen kapal;
berdasarkan ketentuan Pasal 76 C ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan
diatur bahwa benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan
yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama
nelayan dan/atau koperasi perikanan, namun menurut hemat Majelis Hakim dari
segi kemanfaatan dimana Terdakwa berprofesi sebagai nelayan dan hanya
memiliki 1 (satu) buah kapal yakni KMN Riska 01 tersebut, demi kelangsungan
hidup Terdakwa dan keluarganya dimasa yang akan datang, maka ditetapkan agar
barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Fudding
Bin Abd. Rahman;
Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
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 1 (satu) unit kompressor;
 2 (dua) buah kacamata selam;
 1 (satu) buah regulator/dakor;
 1 (satu) pasang sepatu bebek;
 1 (satu) rol selang;
 7 (tujuh) jeregen ukuran 2 (dua) liter berisi bahan peledak Ammonium Nitrat;
 3 (tiga) botol bekas maskisa berisi bahan peledak Ammonium Nitrat;
 7 (tujuh) botol bekas bir berisi bahan peledak Ammonium Nitrat;
 6 (enam) botol bekas soda berisi bahan peledak Ammonium Nitrat;
 1 (satu) botol bekas karatindaeng berisi bahan peledak Ammonium Nitrat;
oleh karena barang bukti tersebut merupakan benda dan/atau alat yang digunakan
dalam tindak pidana perikanan, maka Pasal 76 A Undang-Undang RI Nomor 45
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
barang bukti tersebut ditetapkan agar dimusnahkan setelah mendapat persetujuan
Ketua Pengadilan Negeri;
Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
 ± 2 (dua) kilogram ikan jenis campuran;
yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan
oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;
Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
 Uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
oleh karena barang bukti tersebut terbukti sebagai hasil dari penjualan ikan yang
ditangkap dengan menggunakan bahan peledak sehingga merupakan hasil dari
tindak pidana perikanan, maka berdasarkan Pasal 76 A Undang-Undang RI
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Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004 Perikanan barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk negara;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa
sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula
untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar
putusan ini;
Memperhatikan, ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor
31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan,
Undang-Undang  Republik Indonesia 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainyangbersangkutan;
M  E  N  G  A  D  I  L  I :
1. Menyatakan Terdakwa Fudding Bin Abd. Rahman tersebut di atas, terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan
sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan
peledak” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 10 (sepuluh)bulandan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti
dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1 (satu) unit KMN Riska 01;
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 1 (satu) examplar dokumen kapal;
dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Fudding Bin Abd. Rahman;
 1 (satu) unit kompressor;
 2 (dua) buah kacamata selam;
 1 (satu) buah regulator/dakor;
 1 (satu) pasang sepatu bebek;
 1 (satu) rol selang;
 7 (tujuh) jeregen ukuran 2 (dua) liter berisi bahan peledak Ammonium
Nitrat;
 3 (tiga) botol bekas maskisa berisi bahan peledak Ammonium Nitrat;
 7 (tujuh) botol bekas bir berisi bahan peledak Ammonium Nitrat;
 6 (enam) botol bekas soda  berisi bahan peledak Ammonium Nitrat;
 1 (satu) botol bekas karatindaeng berisi bahan peledak Ammonium Nitrat;
dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri;
 uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2016, oleh, Dr.
HASANUDDIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ACHMAD WAHYU
UTOMO, S.H., M.H.dan IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.,  masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh SYAMSUL BAHRI, S.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh DONNY PARULIAN
NABABAN, S.H., Penuntut Umum  dan Terdakwa.
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Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,
ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H.               Dr. HASANUDDIN, S.H.,
M.H. IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.
Panitera Pengganti,
SYAMSUL BAHRI, S.H.
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